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ABSTRAK

Cici Harfiah, B 111 98 031, Judul Skripsi : “Tanggung Jawab penganglout
Udara Di Indonesia Atas Pihak Ketiga di Darat Akibat Kecelakaan Pesawat
Udara, Pembimbing 1 : LLR Pattileuw SH, Pembimbing 11 : Oky Deviany SH,
MIL

Keadaan peografis Indonesia yang terdin dari beribu-nibu pulau besar dan
kecil sera sebagan besar lautan memungkinkan penpangkutan dilakukan melabul
nepara dapat dijangkau, Adanya tiga jalur pengangkutan yaitu : Udara, Darat, dan
Laut. mendorong penggunaan alat pengangkutan modem yang diperakkan secara
mekanis.

Dalam usaha angkutan, khususnya angkutan udara sangat éral kaitanmya
dengan nsiko. Disamping resiko yang dihadapi oleh pesawat udara, kegiatan
penerbangan juga menghadapi nsiko kecelakaan terhadap awak pesawal, penumpang,
pengirim dan penerima barang, serta pihak ketiga yang tidak mempunyal hubungan
perjanjian dengan pengangkutan barang,

Karena adanva risiko-nisiko vang tidak bisa dielakkan itu, maka yang
menjadi persoalan adalah masalah tanpgung jawab pengangkut atau operator pesawat
udara untuk kerugian-kerugian yang ditimbulkan ada pemakai jasa angkutan udara.
Khusus dibahas pada skripsi ini yaitu pihak ketiga yang mungkin menderita kerugan
akibat dani kegitan penerbangan dan angkutan udara,
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pengangkutan udara merupakan galah satu sarana pengangkutan yang
sangat besar peranannya baik dilihat dari aspek persatuan dan kesatuan bangsa,
kehidupan sosial budaya, ekonomi, roda administrasi, politik dan pendidikan,
Disamping itu angkutan udara juga merupakan sarana cukup penting bagi
perkembangan industri pariwisata. Indonesia adslah negara yang kaya akan
kebudayaan dan tradisi, dengan keindahan alamnya yang menarik perhatian para
wisatawan ssing maupun domestik Angkutan udara merupakan satu-satunya
alternatif yang cepat dan efisien bagi pengangkutan gntar pulau dan antar daerah.

Usaha angkutan melalui udara merupakan suatu bidang yang berkaitan erat
dengan resiko. Resiko yang dihadapi oleh pesawat udara seperti tegjadinya
kecelakaan saat penabangan, pembajakan, perubahan cuaca/badai, kerusakan
mesin karena perawatan yang kurang baik, dan lain-lain. '

Disamping resiko yang dihadapi oleh pesawat udara, kegiatan penerbangan
juga menghadapi resiko kecelakaan awak pesawat, penumpang, pengirim dan
penerima dalam hal hilangnya, musnahmya, atau rusaknya barang, serta pihak
ketiga yang tidak mempunyai hubungan perjanjian dengan pengangkut udara.

Melihat kenyataan ini perlu kiranya pemerintah mengadakan peningkatan

terhadap pelayanan pengangkutan udara agar lebih teratur, lancar dan aman serta



efisien kepada masyarakal Untuk mewujudkan hal tersebut harus diimbangi
dengan peraturan-peraturan hukum di bidang pengangkutan udara khususnya yang
menyangkut tanggung jawab pengangkutan udara, karena masalah yang penting
pada penerbangan dan angkutan udara adalah tanggung jawab pengangkut atau
operator pesawat udara untuk kerugian-kerugian yang ditimbulkan pada pemakai
jasa angkutan udara dan pihak ketiga, yang mungkin menderita kerugian akibat
dari kegiatan penerbangan dan angkutan udara tersebut.

Dalam kurun waktu 10 tshun terakhir kecelakaan pesawat udara telah
terjadi di berbagai belahan dunia seperti kecelakaan Boeing 737 China Southern
Aidines, 24 November 1992, Hercules L 300-30 milik Pelita Air Service di
Hongkong yang disewa oleh Heavy Lift tanggal 23 September 1994 di La Guardia,
New York. Di Indonesia juga terjadi kecelakaan pesawat udara yang diawali
dengan kecelakaan pesawat udara Mandala Air Lines di Ambon 1992, disusul oleh
CN-235 milik Merpati Nusantara Airlines, DC — 9 Garuda yang tergelincir di
Yogyakarta, Sempati Air di Bandung, milik PIP di Semarang dan Bandung, Silk
Air di Palembang Aitbus A-300-10 Garuda Indonesia di Medan dan terakhir di
Cengkareng Dalam kurun waktu lima tahun yakni sejak tahun 1996 sampai
dengan tahun 2000 tidak kurang dari 140 kali terjadi kecelakaan (Accident) dan
kejadian (incident)., (K. Martono dan C.Kansil. ,2001: 64).

Kecelakaan-kecelakaan tersebut diatas dapat menimbulkan korban jiwa,
merusak dan memusnahkan harta benda baik material maupun non material serta
menimbulkan pencemaran lingkungan dan dampak negatif lainnya terhadap pihak

ketiga di permukaan bumi yang tidak mempunyai hubungan perjanjian dengan
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pengangkut udara dan tidak tahu menahu mengenai penggunaan pesawat udara

tetapi mengalami kerugian akibat pengoperasian pesawat udara yang melintas

diatasnya.

B. Perumusan Masalah

Oleh karepna terdapat berbagai resiko yang akan dihadapi dalam
penerbangan, maka kebutuhan akan perlindungan atau ganti kerugian, seandainya
terjadi kecelakaan khususmya kepada pihak ketiga yang dalam hal ini tidak
mempunyai‘hubungan perjanjian dengan pengangkut udara, maka timbul beberapa
permasalahan sebagai berikut :

1 Bagaimana tanggung jawab pengangkut udara atas kerugian yang diderita
pihak ketiga di darat yang tidak termasuk pihak dalam perjanjian sebagai
akibat kecelakaan pesawat udara?

2 Bagaimana prosedur memperoleh ganti kerugian bagi pihak ketiga di darat
sebagai akibat kecelakaan udara?

3 Bagaimana cara menetapkan ganti kerugian oleh pihsk pengangkut udara

terhadap pihak ketiga di darat sebagai akibat kecelakaan pesawat udara?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami praktek tanggung jawab pengangkut udara

atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga di darat yang tidak termasuk

pihak dalam perjanjian gebagai akibat kecelakaan udara.

[P3]



2. Untuk mengetahui cara atau prosedur pemerolehan ganti kerugian yang
diberikan oleh pihak pengangkut terhadap pihak ketiga di darat sebagai akibat
kecelakaan pesawat udara.

3. Untuk mengetahui cara menetapkan ganti kerugian yang diberikan oleh pihak

pengangkut terhadap pihak ketiga di darat sebagai akibat kecelakaan pesawat
udara.
E. Kegunaan Penelltian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan oleh
perusshaan penerbangan dalam memberikan pertanggungjawabannya
kepada pihak ketiga di darat sebagai akibat kecelakaan pesawat udara.

b. Dari segi teoritis untuk memperkaya khasanah Imu Hukum Perdata
khususnya di bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan tanggung jawab

pihak pengangkut terhadap pihak ketiga di darat sebagai akibat kecelakaan

pesawat udara.

Penelitian ini diharspkan dapst memberikan gambaran umum kepada
masyarakat tentang tanggung jawab pihak pengangkut terhadap pihak ketiga

di darat akibat kecelakaan pesawat udara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengangkutan Udara, Kecedakaan Pesawat Udara dan Tanggung

jawab Terhadap Pihak Ketiga

Salah satu pokok dalam bidang Hukum Pengangkutan adalah masalah

perjanjian Angkutan Udara, antara lain karena erat berhubungan dengan suatu

masalah lain, yang sejak permulaan
yang besar dari para ahli hukum udara yaitu masalah tanggung jawab

pertumbuhan Hukum Udara mendapatkan

perhatian
pengangkut udara
Setiap terjadi kecelakaan pesawat udara, para awak pesawat udara,
erugian akibat kecelakaan pesawat

penumpang atau pihak ketiga yang menderita k

udara dijamin oleh Undang-Undang untuk memperoleh ganti rugi yang bissa

disebut santunan.

1. Penerbangan

Pengertian penerbangan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 15/1992

tentang Penerbangan adalsh segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan
udara, keamanan dan

wilayah udara, pesawat udara, bandar udars, angkutan

keselamatan penerbangan, serta kegi
enerbangan adalzh untuk mewnjudkan penyelenggaraan

atan dan fasilitas pemunjang lain yang terkait

Tujuan p penerbangan

yang selamat, aman,
erjangkau oleh daya beli masyarakat, yang mengutamakan dan

cepat, lancar, tertib dan teratur, myaman dan berdayaguns,

dengan biayayang t



stabilitas, sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pemba

gerta mempererat hubungan a

melindungi penerbangan nasional, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan

ngunan nasional

ntar bangsa (Pasal 3 UU No. 15/1992). Penerbangan

diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil

dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran wkum,

dan percaya pada diri gendiri (Pasal 2 UU No. 15/ 1992).

E. Suherman (2000:39) membagi kegiatan penerbangan dan angkutan udara

di Indonesia memjadi dua golongan, yaitu kegiatan yang komersial dan kegiatan

yang non komersial. Penerbangan dan angkutan udara yang menggunakan pesawat

tertbang secara komersial yaitu dengan memungut bayaran dibagi dalam 4

golongan sifat penerbangan yaitu

1. Penerbangan teratuy (scheduled operation).
2. Penerbangan tidak teratur (non-scheduled operation atau tidak berjadwal).
3. Penerbangan suplementer (dilakukan sebagai guplemen 1 dan 2 dengan pesawat

berkapasitas maksimun 15 orang).
4. Kegistan keudsraan (aerial work), geperti pemyemprotan, SUrvey udara dan

sebagainya (Suherman, E., 2000: 39).
Pada penerbangan teratur, masalah perjanjian angkutan, dokumen angkutan dan
tanggung jawab, cukup jelas diatur dalam Ordonansi Pengangkutan Udara No. 100

thn. 1939 (OPU No. 100 tha. 1939).  Sebaliknya, pada penesbangan  tidak
toratur ada kemungkinan timbul penolakan terhadap peraturan yang terdapat di
dalam OfU No. 100 thn. 1939 yaitu dalam hal adanya suatu perjanjian charter.
Pada penerbangan suplemeter (penerbangan tambahan) kemungkinan
serupa ada pula, karena penerbangan suplementer bisa juga dipandang sebagai

penerbangan teratur.



Yang diangkut dewasa ini di Indonesia untuk sebagian besar adalah
penumpang, sedangkan pengangkutan barang masih menempati tempat kedua
Ordonansi Pengangkutan Udara tidak memberikan definisi tentang apa yang
dimaksud dengan penumpang, tetapi pada pencrbangan teratur dapat dikatakan
bahwa yang dimaksud dengan penumpang oleh Ordonansi adalah setiap seorang
yang diangkut oleh pengangkut berdasarkan suatu perjanjian angkutan, dengan
atau tanpa bayaran. Bersama-sama dengan penumpang biasanya diangkut pula
bagasi yaitu semua barang kepunmyaan atau dibawah kekuasaan seorang
penumpang pesawat terbang (Pasal 6 ayat 2 Ordonansi Pengangkutan Udara). Jenis
bagasi ini dalam Konvensi Warsawa 1929 disebut juga “Checked Baggage” atau
“registered baggage” (Pasal 22 gyat 2). Secara yuridis jenis bagasi ini harus
dibedakan dari spa yang disebut “handbaggage”, unchecked baggage”,
“Unregistered baggage”, alau bagasi tangan, yamg dalam Ordonansi
Pengangkutan Udara dikecualikan dari pengertian bagssi dan disebut sebagai
benda-benda kecil untuk penggunaan pribadi yang ada pada atau dibawa oleh
penumpang sendiri (Pasal 6 Ordonansi Pengangkutan Udara 1939) dan dalam
Konvensi Warsawa 1929 disebut “Objects of which the passenger takes care
himself” (Pasal 22 ayat 3).

Sedangkan muatan berupa barang kiriman (ﬁdght, cargo) relatif terbatas
karena tergantung pada daya angkut pesawd terbang, kecuali barang-barang
tertentu yang khusus dibuat untuk pengangkutan barang, Barang yang diangkut

dengan pesawat terbang umumnya merupakan barang yang tidak mempumyai



volume terlalu besar, tetapi dengan harga yang cukup tinggi, mengingat biaya

angkutnya juga lebih tinggi daribiaya angkutan dengan alat angkut lain.

2. Pengangkutan Udara

Angkutan udara menurut Undang-Undang Nomor 15/1992 adalah “seéap
kegiatan dengan menggunakan pesawat udara menganghut penumpang, kargo, dan
pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang
lain atau beberapa bandar udara. Sedangkan anghutan udara niaga adalah anghutan

wdara untuk umum dengan memungut pembayaran”.

2 Menurut B M.N Purwosutjipto (1995: 2)

Pengangkutan adalah “perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan
pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untok menyeenggarakan
pengangkutan barang dan atan/orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertenu
dengan selamat, sedangkan pengiriman mengikatkan diri untuk membayar uang

angkutan”.
b. Menurut Muhammad Abdul Kadir (1991:19)

Pengangkutan artinya “pengangkatan dan pembawaan barang atau orang,
pemuatan dan penginman barang atau orang, barang atau -orang yang

dianghut.

Pihak-pihak dalam pesjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan
pengirim. Sifat perjanjian dari pengangkutan adalsh timbal balik, artinya kedua
belsh pihak, baik pengangkut maupun penginm masing-masing mempunyai
kewajiban sendiri-sendiri. Kewajiban pihak pengangkut ialah menyelenggarakan
pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu

dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim adalah membayar uang anghkutan.



c. Angkutan Udara menurut Stb. 1939 - 100

Pada prinsipnya Stb. 1939-100 yang merupakan dasar hukum perjanjian
angkutan udara antara pengangkut dengan penumpang atau pengiriman barang
tersebut berisikan pengaturan dokumen angkutan udara penerbangan dalam negeri
yang meliputi dokumen tiket penumpang bagasi maupun surat muatan udara;
canksi dalam hal pengangkut menerima penumpang tanpa memberi tiket
penumpang atau tiket bagasi, atau apsbila tiket penumpang stau bagasi tidak berisi
keterangan-keterangan yang diharuskan dalam Stb., 1939-100, atau pengangkut
menerima barang untuk diangkut dengan tidak memberi surat muatan udara, atau
tidak memuat keterangan-keterangan yang diharuskan dalam Stb. 1939-100.
Disamping i, Stb. 1939-100 juga mengatur tentang tanggung jawab pengangkut
yang meliputi tanggung jawab terhadsp peoumpang atau pengiriman barang,
jumlah santunan, batas atau jangka waktu tanggung jawab pengangkut, tanggung
jawab pengangkut yang meliputi sistem tanggung jawab, cara menghitung
jumlah santunan, yang berhak menerima samtunan penumpang, bagasi, kargo;
tanggung jéwab dalam ﬁal kelambatan; jangka waktu melapor; hak pengangkut
untuk menuntut pihak ketiga, anglkutan udara berturut-turut dan angkutan udara

campuran

3. Kecelakaan Pesawat Udara

Yang dimaksudkan dengan pesawat udsra mepurmut Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 15/1992 adalah “sedap alat yang dapat terbang yang didafiarkan

dan mempunyai tanda pendafiaran Indonesia™.



Dalam dunia penerbangan ada 2 macam pengertian mengenai musibah,
yaitu kecelakaan (accident) dan per_istiwa (incident). Yang dimaksud dengan
kecelakaan (sccident) menurut K. Martono, SH, LLM (1995: 145-146) adalah
“peristiwa di luar dugaan dalam kaitan dengan pengoperasian pesawat terbang
yang berlangsung sejak penumpang naik (boarding) dengan maksud melakukan
penerbangan  sampdi waktu semua penumpang debarkasi”. Accident
mengakibatkan orang meninggal dunia atau luka parah skibat benturan pesawat
terbang atau kontak langsung dengan bagian pesawat terbang aau terkena
hempasan langsung mesin jet atau pesawat terbang mengalami kerusakan
struktural yang berat atay pesawat terbang memerlukan perbaikan besar atau
penggantian komponen atau pesawat terbang hilang sama sema sekali. Sedangkan
incident adalah peristiwa selama penerbangan berkensan dengan operasi pesawat
terbang yang dapst membahayakan keselamatan penerbangan.

Di dalam penerbangan penyebsb kecelakaan tidak pernsh disebabkan oleh
faktor tunggal (single factor) yang berdiri sendiri. Suatu sebab yang berdini sendin
tidak mempunyai arti 4pa-apa tetapi spabila suatu kecelakaan merupakan akibat
dzd  kombinasi berbagai faktor maka kecelskaan pesawat terbang akan
mengakibatkan kematian orang. Berbagai faktor penyebab kecelakaan seperti faktor
manusia (man), pesawat terbang itu sendiri (machine), lingkungan (enviroment),
penggunaan pesawat tetbang (mission) dan pengelolaan (management)
(E.Suherman., 2000: 163).

Faktor manusia biasanya yang dituding adalah kapten pesawst, tetapi

sebenamya tidak selalu demikian karena manusia dalam hubungan ini adalsh setiap
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orang atau tenaga yang terlibat langsung dalam proses keselamatan penerbangan
Mereka antara lain teknisi pesawat terbang, awak pesawat terbang, tenaga ruang
penerbangan (briefing office), tenaga operasi baik pengawas lalu lintas udara (ATC)
maupun tenaga bantuan operasi semuanya termasuk faktor. manusia yang (;apﬂ
berperan sebagai penyebab kecelakaan pesawat terbang.

Di samping manusia, pesawat terbang juga dapat mengalami keletihan
rapuh (fatique), oleh karena itu getisp pesawat terbang (machine) sejak dari desain
sampai pelaksanaan perawatan, penyimpanan dan pengoperasiannya harus
dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komponen pesawat terbang yang |
meliputi design philosophy asuransi yang digunakan, structural stress analysis,
kekuatan material dan sistem yang digunakan semuamya harus sesuai dengan
peraturan.

Masalah lingkungan juga merupakan salsh sam faktor terjadi kecelakaan
yang bersifat alamiah maupun karena perbuatan manusia Faktor lingkungan yang
bersifat alamiah seperti angin datang dengan tiba-tiba (wind shear), awan be;pufar-
putar yang biasa disebut curulonimbus (CB), topan, salju, gempa bumi dan letusan
gumng berapi. Masalah kecelakaan tidak terlepas dari cara dan sistem pengelolaan
Setiap penetbangan selalu diawasi oleh petugas lalu lintas udara sejak tinggal
landas (fake off) mampa sas pesawat terbang berhenti di appron bandar udara
tujuan. Pengawasan tersebut dilakukan secara beruntun oleh Aerodrome Control
Service (ADC), Approach Control Service (APP), Area Control Services (ACC).

Dari ursian-urgian terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap

kecelakaan pesawat udara baik disengaja maupun tidak disengaja, para awak
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pesawat udara, penumpang atau pihak ketiga yang menderita kerugian akibat
kecelakaan pesawat udara, dijamin oleh undang-undang memperoleh ganti rugi
yang disebut santunan, namun demikian santunan tersebut secara yuridis belum

sepenubnya memuaskan semua pihak, khusus yang diatur dalam Stb. 1939-100.

4. Tanggung Jawab Pengangkut udara

Masalah tanggung jawab pengangkut, telah lama mendapat perhatian para
ahli hukum. Usaha-usaha yang dilakukan dalam tahun 1929 menghasilkan
ditandatanganinya Konvensi Warsawa yang berjudul : “Convention pour
’Unification de certaines regles dans le transport aerin international’.
Konvensi ini dalam tshun 1933 mulai diberlakukan juga bagi Hindia Belanda dan
dalam tahun 1939 untuk angkutan udara dalam negeri dikeluarkan Ordonansi
Pengangkutan Udara (Staatsblaad 1939 No.100) yang konsideransmya dimulai
dengan kata-kata : “Dat kij in aansluiting tot het in Warsawa gesloten verdrag ...
dan seterusnya™. Yang menunjukkan bahwa ada kaitan yang erat antara Konvensi
Warsawa 1929 dan Ordonmansi Pengangkutan Udﬁra 1939 sebagian terbesar
merupakan terjemahan semata-msta dari Konvensi tersebut, dengan beberspa
tambahan dan satu perubahan penting. Ternyata bahwa prinsip-prinsip dan sistem
tanggung jawab dalam Komvensi Warsawa 1929 diambil alih di dalam Ordonansi
Pengangkutan Udara 1939 No. 100.

Baik Konvensi Warsawa tahun 1929 (dengan jumlah peserta k1. 100

negara) dan Ordonansi Pengangkutan Udara (Stb.1939 : 100) sampai sekarang
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berlaku. Disamping itu pada penerbangan internasional diberlakukan Konvensi
Roma 1933, yang sekarang telah diganti dengan Konveq_si Roma tahun 1955, yang
mengatwr tanggung jawab operator pesawat udara untuk kerugian yang
ditimbulkan oleh pesawat udara asing kepada pihak ketiga di permukaan bumi.
Indonesia sampai saat ini belum menjadi peserta pada Konvensi Roma 1955 ini
meskipun beberapa tahun yang lalu oleh Departemen Perhubungan telah disusun

RUU raifikasi Konvensi Roma 1955.

a. Tanggung Jawab Terhadap Penumpang

Menyangkut masalah penganghutan udsra maka aspek yuridis yang
terpenting adalah soal tanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan, baik
karena meninggaloya penumpang, musnshnya harta benda maupun pihak ketiga
di darat, oleh karena itu perlu kiranya dikupas arti penting tanggung jawsb.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesis, tanggung jawab berasal dari
kata “tanggung” dan kata “jawab™. Tanggung mempunyai arti dipastikan
tentu. .., atau dijamin (mutunya dan sebagainya), sedangkan jawab berarti sahnt
dan balas. Kata tanggung jawab adalsh suat.u kata majemuk, yang mana berarti
guatu keadaan dimana sescorang wajib menangpung segala sesuatu (kalau
tejadi apa-apa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
Sedangkan orang yang berkewajiban menanggung gegala sesuatu atau dengan
kata lain orang yang bertanggung jawab disebut dengan “penanggungjawab”.

Selain dari itu periu juga dikemukakan bahwa istilah tanggung jawab

dapat mempunyai arti lain. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa
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dalam bahasa Ingpris terdapat istilah “responsibility” dan istilah “fability”.
Istilah pertama mempunyai arti tanggung jawsb untuk pelaksanaan suafu tugas
atas suatu benda atau seseorang, sedangkan istilah “ladility” adalah istilah yang
dibahas dalam obyek penulisan ini dan menunjukkan tanggung jawab untuk
mengganti suatu kerugian yang derita suatu pihak karena tindakan suatu pihak
lain, karena kelalaian pihak lain, karena cedera janji, karena suatu perbuatan
melanggar hukum stau karena sesudu  yang menjadi milik atau di
bawahpenguasaan pihak lain (E. Suherman . 2000: 235).

Di dalam hukum, apabila orang lain, agar supaya ia memberikan sesuatu
atau melakukan, atau melengkapi sesuatu, untuk keuntungan orangyang disebut
pibak pertama, menamakannya satu ikatan atau hubungan hak dan kewajiban
antara dua orang tersebut, dimana seseorang menurut hukum boleh menagih dan
lainnya wajib untuk melskukannya Para sajana hukum yang analistis berfikir
bahwa ia tahu stau tidak dalam istilah hak-hak asssi dengan pengutipan dari
hak-hak berdasarkan hukum, menamakannya hak in personen (Roescoe Pound,
1982: 79).

Dalam ilmu hukum mempunyai banyak teori tentang tangsung jawab,
galah satunya dalam hukum Anglo Saxon, yang merumusgkan bahwa :

«Syatu hal mengenai satu kewgjiban untuk menebus pembalasan dari
seseorang yang tethadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian (injury),
baik oleh orang yang disebut pihak pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu
yang berada dib awah kekuasaanmya'.

Seseorang yang melakukan tindakan perugian (yang merugikan orang lain) atau

orang yang berada di bawah kekuasaannya, harus mengganti kerugian itu
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kepada pihak yang dirugikan. Langkah selanjutnya adalah mengukur ganti
kerugian menurut ukuran gpa yang telah diderita oleh pihak yang lainoya
dengan menentukan ganti rugi yang harus dibayar.

Di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, disebutkan bahwa kerugian ini
ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum, yang mana mewajibkan orang
yang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut.

Sedangkan Roescoe Pound dalam bukunya Pengantar Filsafat Hukum

(1982: 86-87) mengatakan bahwa : |

‘Dalam sbad ke 19 konsepsi tentang tanggung jawab berdasarkan
sebagai niat ditempatkan dalam bentuk metafisis terlebih dahulu dari bentuk
etik. Hukum dianggap sebagai suatu perwujudan dari gagasan kebebasan,
dan diadakan untuk memberikan kebebasan seluas mungkin kepada setiap
orang. Sebab itu maka tugas hukumlah untuk memberikan efektivitas yang
seluas-lussnya kepada kehendak yang dinyatakan, dan tidak memikulkan
kewsjiban kecuali untuk mengakurkan kehendak orang lzin dengan satu
hukum universal.

Apa yang dulunya merupakan suatu teori positif dan kreatif tentang
pertanggung jawaban yang berkembang berdasarkan niat, kemndian menjadi
sugtu teori vang negatif bahkan boleh dikatakan sugtu yang menghilangkan
adsnya tanggung jawab kecuali atas dasar piat. Pertangpung jawaban hamya
diskibatkan oleh kelalaian atau oleh apa yang dianggap kewsjiban
Kehendak perseorangan yang sbstrak adalah titik tengah di dalam teori
pertanggung jawaban Jikalau sesungguhnya orang yang tidak bersalah,
karena kelalaian, namun perintsh hukum yang telah ditetapkan tidak bisa
dibantah, dan menganggapnya bertanggung jawab dan kepadanya dianggsp
bersalah, dan pertanggung jawsban hukum historis menjadi bukti adanya
kelalaian. Jika ia tidak memikul suatu kewajiban, namun perintah hukum
yang sudah ditetapkan dan tidak terbantah menganggapnya bertangsung
jawab atas kejadian itu, maka seharusnyalah begitu karena ia telah menerima
sustn hubungan atau memegang Suail jabatan, yang didalamnya satu janji
mengenai hal itu telah dipahamkan (implied), %au telah mengambil bagian
dalam situasi, yang didalamnya dipahamkan kepada kewajibannva.
Demikianlah pemshaman itu merupakan suatu deduksi dan pertanggung
jawaban Dasar langguug jawab itu adalah kelalaian dan transaksi hukum,
dan keduanya meluas sampai kepada dasar terakhir yaitu kehendak.
Konsepsi dagar dalam pertanggung jawaban hukum adalah konsepsi
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udara rusak, hilang atau terlambat tibamya Pada dasamya kerugian dapat

diderita oleh dua belah pihak, yaitu :

1.

Pihak yang mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut
udara, yaitu penumpang dan pengiriman barang (afau penerima barang);
pihak-pihak lain yang tidak mempunya hubungan perjanjian pengangkutan
dengan pengangkut udara, yaitu apa yang disebut pihak ketiga.

Menurut Pasal 29 (1) Ordonansi Pengangkutan Udara , pengangkut tidak

bertanggung jawab jika pengangkut dapat membuktikan bahwa :

1.

ia dan semua orang yang dipekerjakan olehnya berhubungan dengan
pengangkutan itu telah mengambil semua tindakan yang periu untuk
menghindari kerugian atau tidak bagi mereka untuk mengambil tindakan-
tindakan tersebut;

kesalahan-kesalahan terletak pada penumpang

Dari ursian diatas dapat disimpulkan mengenai dasar dari jenis

pertanggung jawaban yaitu orang harus beranggapan bahwa :

1.

2.

Orang lain akan mempunyai penghargaan baik dan sewanya Yyang
diciptakan oleh janji atau kelakuan yang lainnya ;

Mereka skan menepati janjinya menurut penghargaan yang dilekatkan
kepadanya oleh perasaan susila dari masyarakat;

Mereka akan berbuat rajin dan dapat dipercaya didalam hubungan jabatan
dan pekerjaan ; dan

Mereka akan mengganti -dengan uang atau barang yang senilai, apa yang
sudah diterimanya secara keliru atau oieh keadaan yang tidak disangka-
sangka, sehingga mereka menerima apa yang sewsajarnya tidak patut dan
tidak diharapkan diterimanya dalam keadaan biasa.

Sedangkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 15/1992 temtang

Penerbangan Perusahaan angkutan wdara yang melakukan kegiatan angkutan

udara niaga bertanggung jawab atas ;

1.

kematian atan lukanya penumpang yang diangkut,

2. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut
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3. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut apabila
terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut.

b. Tanggung jawab terhadap Barang

Menurut Pasal 25 ayat 1 pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian
yang terjadi sebagai akibat dari kemusnahan, kehilangan atau kerusakan barang,
bilamana kejadian yang menyebabkan kerugian itu terjadi selama pengangkutan
udara.

Sedangkan dalam Pasal 29 ayat 2 Ordonansi Pengangkutan Udara,
pengangkut tidak bertanggung jawab atas barang dan bagasi tercatat gpabila ia
dapat membuktikan bahwa kerugian adalah :

1. kesalahan pada pengemudian, pada pimpinan penerbangan dari pesawat
terbang atau pada navigasi;

2. ia dan semua orang Yyang dipekerjakan olehnya berhubungan dengan
pengangkutan itu telah mengambil semua tindakan yang perlu untuk
menghindari kerugian atau;

4 merekatidak mungkin dapa mengambil tindakan-tindakan tersebut
c. Tanggung jawab terhadap Bagasi, ini dibagi menjadi dua bagian yaitu

1. Bagasi tercatat
Menurut Pasal 25 ayat 1 Ordonansi Pengangkutan Udara, pengangkut

bertanggung jawab akibat dari kemusnahan, kehilangan stau kerusakan
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bagasi, bilamana kejadian yang menyebabkan kerugian itu terjadi selama

pengangkutan udara.

. Bagasi tangan

Pengangkut bertanggung jawab gpabila penumpang  dapat
membuktikan bahwa ia mengambil tindakan yang periu untuk menjaga
bagasi tangannya (Pasal 31 Ordonansi Pengangkutan Udara).

Pengangkut tidak bertanggung jawab apabila ia dapat membuktikan
bahwa :

a ia dan mereka yang dipekerjakan berhubungan dengan pengangkutan
tersebut telah mengambil semua tindskan yang perlu untuk menghindari
kerugian atau;

b. tindakanyang peru tidak mungkin diambil;

¢. kesalahan pada pengemudian, para pimpinan penerbangan dari pesawat

terbang atau pada navigasi;
d. ada kesalahan dari penumpang lain (hal ini diatur dalam Pasal 31

Ordonansi Pengangkutan Udara)

Untuk kerugian yang timbul karena kelambatan dalam pengangkutan
penumpang, bagasi dan barang maka pengangkut bertanggung jawab apabila
ada perjanjian (Pasal 28 Ordonansi Pengangkutan Udara). Dengan demikian
pengangkut diberikan haknya untuk mengecualikan bertanggung jawab

karena kelambatan datam perjanjian yang dibuatnya. Misalnya di dalam
tiket penumpang pesawat udara, perusahaan Metpati Nusantara Airlines

mencantumkan bahwa ia tidak bertanggung jawab untuk kelambatan. Berarti

perusahaan Merpati Nusantara Airlines tidak bertanggung jawab atas
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kelambatan, karena sudah termuat dalam perjanjian yaitu dalam tiket

penumpangnya. Merpati Nusantara Airlines bertanggung jawab atas

kelambatan apabila sudah diperjanjikan.

d. Tanggung jawab terhadap Pihak Ketiga

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 15/1992 bahwa setiap orang
yang mengoperasikan pesawat udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang
diderita oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara
atan kecelakaan pesawat udara stau jatuhnya benda-benda lain dari pesawat
udara yang dioperasikan.

Berdasarkan Pasal tersebut pengangiut tidak dapat membela diri
(exoneration) #@au tanggung jawab yang dibebankan adalah sistem tanggung
jawab mutlak (absolute Lability). Tanggung jawab pengangkut secara mutlak
terhadap pihak ketiga diperlukan karena pihak ketiga tidak mungkin dapat
membuktikan kesalahan pengangkut sebab pengangkut mempunyai kemampuan
tekhnologi tinggi sedangkan pihak ketiga pada umumnya tidak mempunyai
kemampuan  dan tidak tahu menshu penggunaan pesawat udara tetapi

memperoleh dampak negatif pengoperasian dari pesawat udara
B. Peraturan Yang Mengatar Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara

Pengangkutan udara di Indonesia diatur dalam bukum pengangkutan udara

nasional, tetapi tidak lepas dari aspek-aspek internasional



Perjanjian internasional yang mengatur pengangkutan udara merupakan
salah satu sumber hukum dari peraturan pengangkutan udara di Indonesia. Hal ini
tidaklah dapat diabaikan begitu saja, apalagi sifat penerbangan dan hukum udara
yang utama yaitu sifat intemasionalnya. Sebagai akibat dari sifat internasional itu
maka perjanjian pengangkutan udara intemasional yang dipergunakan di

Indonesia tunit pula mendasari pelaksanaan pengangkutan udara nasional.
a. Untuk pengangkutan Udara Nasional

Untuk pengangkutan udara nssional berlaku peratuaran sebagai
berikut :

\. Hukum Perdata Umum, Suatu perjanjian angkutan udara pada dasamya
merupakan suatu perjanjian biasa, yang dengan sendirinya mempunyai
ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk suatu perjanjian pada umumnya,
gelama tidak ada pengaturan khusus tentang perjanjian angkutan udara.

2. Peraturan Pengawasan Penerbangan (Verordening Toezicht Luchtvaart,
Staatshiad 1936 No. 426.

Dalam  peraturan ini terdapat suatu ketentuan yang melarang seorang
penumpang berada dalam pesawat terbang yang sudah akan berangkat
tanpa mempunyai suatu izin menumpang Yyang gah (een geldig
plaatsbewzjs). Tidak dijelaskan apa Yyang dimaksud dengan “izin”
menumpang yang gah dan apakah sama artinya dengan kata “reisbiljet”

gebagaimana dalam Ordonansi Pengangkutan Udara thn. 1939.
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3. Ordonansi Penganghutan Udara (Luchtvervoerordonantie, Staatsblad 1939

No. 100). Ordonansi ini pada pokok mengatur dua hal, yaitu dokumen
angkutan (Luchtvervoerbewijzen) dan tanggung jawab pengangkut
(Aansprakelijtheid van de vervoerder). Adanya perjanjian angkutan
disinggung dalam Pasal Ordonansi mengenai angkutan yang dilaksanakan
oleh beberapa pengangkut berturut-turut, dan dalam Pasal 5 tiket
penumpang, Pasal 6 tentang tiket bagasi, Pasal 7 tentang surat muatan
udara, Pasal 15 tentang penguasaan barang, Pagal 25 ayat 3 jangka waktu

angkutan udara

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan. Undang-

Undang ini mengatur tanggung jawab pengangkut udara dalam Pasal 45
dimana pengangkut udara yang dilakukan berturut-turut oleh beberapa
perusahaan angkutan udara disnggap sebagai satu pengangkutan udara,
apabila oleh pihak-pihsk yang bersangkutan diperjanjikan sebagai satu
perjanjian pengangkut udara. Dan selanjut padaPasal 44 pengoperasian
pesawﬁt udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang dilakukan
terhadap pihak ketiga. Walaupun telah diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 15/1992 untuk pengangkutan dalam negeri (domestik) Ordonansi
Pengangkutan Udara tetap diberlakukan/digunakan sebagai dasar hukum

sejauh Undang-Undang Nomor 15/1992 tidak mengaturnya



b. Untuk pengangkutan Udara Internasional

Seperti diketahui bahwa pengangkutan udara lebih bersifat
internasional karena jangkauannya melintasi batas-batas nasional wilayah
Republik Indonesia, sehingga peraturan-peraturan yang bersifat nasional lebih
mengacu pada peraturan hukum internasional, sejumlah atur:ﬁ-aturan hukum
yang bersifat internasional diberdakukan pula pada sistem hukum
pengangukutan udara di Indonesia. Persturan-peraturan yang diberlakukan
tersebut antara lain:

1. Konvensi Warsawa, yang ditanda tangani di Warsawa pada tanggal 12
Oktober 1929, mengatur masalah dokumen dan tanggung jawab
pengangkut. Indonesia menjadi salah satu peserta.

2. Perjanjian Roma Tahun 1952
Perjanjian ini ditanda tangani di Roma pada tanggal 7 Oktober 1952, yang
berjudul “Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third
Parties on the Surface”, dan menéatur tanggung jawab seorang operator
pesawsat terbang asing unmk kerugian-kerugian yang ditimbulkan pada
pihak ketiga di darat. Dan Indonesia tidak merupakan peserta |

3, Protokol The Haque Tahun 1955, ditanda tangani di The Hague pada
tanggal 28 September 19.55 dan berisi mandemen-m@dmen pada
Konvensi Warsawa Tahun 1929. Mengenai turut seftanya Indonesia pada
Protokol Hague tahun 1955 ada suatu kegamjilan, yaitu dalam daftar

peserta tidak pemah tercatat sebagai peserts, sehingga turut sertanya



Indonesia pada Protokol ini patut disangsikan Protokol The Hague
mempunyai perbedasn prinsipil dengan Konvensi Warsawa scbagai
berikut :
a) kenaikan limit jumlah ganti rugi untuk penumpang,
b) Penyederhanaan isi tiket penumpang dan surat muatan udara
¢) Perumusan ini untuk pengertian “wilfil miconduct” dan “gross
negligence”.
Konvensi Guadalajara Tahun 1961. Konvensi ini ditanda tangani di
Guadalajara, Mexico City, pada tanggal 18 September 1961 dan mengatur
tanggung jawab pada angkutan udara yang dilaksanakan oleh Pihak yang
bukan pihak yang mengadakan perjanjian angkutan. -Ini merupakan
tambakan dan suplemen ierhadap Konvensi Warsawa 1929 yang asli dan
terhadap Protokol The Haque 1955. Oleh karena pengangkut dapat
diartikan sebagai orang Yyang mengadakan pefjanjian (prinsipil)
pengangkutan,  atau dapat juga diatikan orang sesungguhnya
melaksanakan pengangkutan, terlepas apakah dia yang mengadakan
perjanjian pengangkut:m gtau bukan. Dengan a&anya Konvensi
Guadalajara 1961 ini, ketidak tentuan dapat diatasi, yaitu pihak yang
mengadakan pefjanjian pengangkutan (contracting carrier) maupun yang
gesungguhnya melaksanakan pengangkutan kedua mempunyai hak serta
kewajiban yang sama perdasarkan Konvensi Warsawa 1929. Yang paling
pemting adalah memperluas yuridiksi untuk menggukan tuntutan

gebagaimana diatur dalam Pasal 28 Konvensi Warsawa 1929, yaitu

24




kemungkinan untuk mengajukan tuntuwan di mana acwal carrer
berkedudukan atau di tempat yang menjadi pusat kegiatannya.

Montreal Agreement Tahun 1966. Perjanjian yang dalam praktek sebagai
Montreal Interim Agreement 1966, bukan sustu perjanjian antara
perusahaan-perusahaan tergabung dalam Internasional Air Transport
Association (IATA) dan Civil Aeronautics Board (CAB) Amerika Serikat;
untuk menaikan limit jumlah ganti rugi dari US $8300 (Konvensi
Warsawa) menjadi US § 75000, suatu hal yang menarik dalam perjanjian
ini adalah bahwa untuk pertama kali bagi penumpang dipergunakan
piinsip “sbsolute liability” yang kemudian dipergunakan juga dalam
Protokol Guetemala tahun 1971. Indonesia tidak ikut sebagai peserta.
Protokol Guatemala City 1971 Terutama Amerika Serikat merasa tidak
puas terhadap limit-limit tanggung jawab yang diterapkan bagi
penumpang, meskipun limit Warsawa sebesar + US § 8300 dan limit

Protokol Hague + US $ 16.600 telah dinaikan menjadi US § 75.000,

setidak-tidaknya untuk penerbangan ke dan dari Amerika Serikat Atas
usaha-usaha International Civil Aviation Organization (ICAO) dan TATA

pada tanggal § Mare 1971 di Guatemala ditanda tangani Protokol

Guetamala.
London Agreement Tahun 1974
Sejumlah negara Eropa Barat secara informal pada tahun 1974 telah

mengadakan persetujuan gementara untuk menaikkan limit santumn per
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kemungkinan untuk mengajukan tuntuwan di mana acmal carrer
berkedudukan atau di tempat yang menjadi pusat kegiatannya.
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Warsawa) menjadi US $ 75000. suatu hal yang menarik dalam perjanjian
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Protokol Guetemala tahun 1971. Indonesia tidak ikut sebagai peserta.
Protokol Guatemala City 1971 Terutama Amerika Serikat merasa tidak
puas terhadap limit-limit tanggung jawab yang diterapkan bagi
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penumpang yang ditetapkan dalam Protokol The Haque. Hal ini karena
kemungkinan penerimaan Protokol Guatemala City 1971 kurang begitu
terlihat. Berdasarkan London Agreement ini limit tanggung jawab
pengangkut terhadap penumpang dinaikkan dari US$20,000 menjadi
sebesar US$58,000 (725,000 gold francs) per penumpang. Jumlah ini
sesusi dengan limit Montreal Agreement.
Protokol-protokol Montreal No. 14 tahun 1975. Dalam beberapa hal
Protokol Guatemala termyata masih belum memuaskan, dan karenamyadim
tahun 1975 diadakan 4 protokol-protokol tambahan, antara lain mengenai
satuan mata uang yang dipergumakan untuk memperhitimgksn besarnya
garnti rugi |
Usaha Komite Hukum Udara (dir Law Committee)
Komite ini beranggotakan 39 orang ahli hukum udara terkemuka dari
berbagal negﬁra baik yang menganut sistemn hukum comntinental maupun
yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon Dalam konferensinya yang
ke-49 Intenational Law Association di Belgerade pada tahun 1980, komite
melaporkan hasil kerjanya pada sidang tentang hukum udsra Konfrensi
telah mencatat suara bulat prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh komite
sebagai berikut
a) Akan diaput  sistem yang tapadu (integrated system) dalam
penerbangan sipil mengenai tanggung jawabdi dalam pengangkutan

udara internasional dan kerugian yang diderita pihak ketiga di darat.
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b) Semua klaim disalurkan masing-masing melalui pengangkutan dan
operator pesawat udara

¢) Santunan bagi yang mengalami penderitaan pribadi termasuk yang
meninggal, akan didssarkan pada prinsip tanggung jawsb mutlak

(absolute) tak terbatas (unlimited) dan tefjamin (secured).
C. Prinsip-Prinsip dan Sistem Tanggnng Jawab Pengangkut Udara

Dalam hukum udara dikenal prinsip-prinsip dan sistem-sistem tanggung
jawab pengangkut udara. Maksud adanya prinsip-prinsip dan gistem-sistem
tersecbut  bersangkutan dengan tanggung jawab pengangkut udara terhadap
kerugian-kerugian pihak penumpang pengirim atau peperima barang maupun
pihak ketiga yang diakibatkan oleh adanya kecelakaan pesawat udara. Pengunaan
pringip tanggung jawab tertentu tergantung pada keadaan tertentu, baik ditinjau
dari segi makro (sesuai dengan perkembangan masyarakat), maupun ditinjau dari -
segi mikro (sesuai dengan perkembangan dunia angkutan yang bersangkutan, baik

di darat, laut maupun udara).

1. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Udara
Adapun prinsip-prinsip pokok mengenai tanggung jawab pengangkut

udara adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Presumplion of Liability
Dalam prinsip Presumption of Liability (tanggung jawab praduga

bersalah) ini adalah pengangkut gelalu bertanggung jawab untuk kerugian-
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kerugian yang timbul pada pengangkw udara, dan pengangkut tidak
bertanggung jawab apsbila ia membuktikan bahwa ia tidak mungkin
menghindari Kerugian itu. Atau prinsip ini menganggap bahwa pengangkut
selalu bertanggung jawab untuk kerugian-kerugian yang dtimbulkan pada
penumpang atau pengirim/penerima barang

Dengan demikian prinsip ini menganggap pengangkut selalu
bertanggung jawab, dengan tidak mempemoalkan pengangkut dapat
membuktikan bahwa ia telah mengambil semua tindakan yang perlu untuk
menghindarkan kerugian yang terjadi atau bahwa hal tersebut tidak mungkin
dilakukan. Jadi pihak pengangkut afau pihak yang dirugikan dapat
mengajukan tuntutan untuk memperoleh santunan ganti rugi tappa harus
membuktikan kesalahan dari pengangkut dan beban pembuktiannya
diletakkan pada pihak pengangkut itu sendiri. Prinsip ini dapat disimpulkan

dalam ketentuan Pasal 29 ayat1 Ordonansi Pengangkutan Udara

. Prinsip Presumption Of Non Liability

Prinsip ini merupakan keb alikan dari prinsip presumption of liability.
Menurut priosip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab untuk
kerugian yang ditimbulkan pada bagasi tangan. Yang mana prinsip tersebut
dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 31 Ordonansi Pengangkntan Udara

Dengan demikian menurut prinsip ini beban pembuktian adamya

tanggung jawab pengangkut udara terletak pada penumpang dan tanggung




jawab pengangkut baru timbul jika ada kesalahan dari pihak pengangkut
udara.

Dari prinsip presumption of non liability mungkin dapat juga timbul
sustu keadaan dimana tidak ada satupun yang dapat dipertanggung jawabkan
ates kerugian yang terjadi pada bagasi tangan, yaitu apabila penumpang
dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan yang seperlunya
untuk menjaga barang tersebut sedangkan pengangkut dapat membuktikan
atau mencegah kerugizn. Dalam persoalan ini tidak ada satu pihakpun yang
dapat dipertanggung jawabkan mengenai bagasi tangan ini, sehingga

penumpang sendirilah yang harus memikul kerugianoya.
| Lain halnya kalau kerugian bagasi tangan itu disebabkan oleh
penumpang lain. Bila hal tersebut terjadi, maka pengangkut udara tidak
bertanggung jawab atas kerugian pada bagasi tangan ini (Pasal 31 Ordonansi
Pengangkutan Udara kalimat terakhir), akan tetapi pemumpang yang
mengalami kerugian tersebut  dapat menuntut ganti kerugian kepada
penumpang lain yang menimbulkan kerugian tersebut didasarkan pada Pasal
1365 KUH Perdata yang mana untuk setiap perbuatan melamggar hukum,
yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewsjibksn orang yang

karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.
. Prinsip Absolute Liability

pada prinsip tanggung jawab ini, tidak ada kemungikinan bagi

pengangkut #au penyelenggara suatu penerbangan untuk membebaskan diri




dari tanggung jawab, kecuali mungkin dalam satu hal, yaitu apabila kerugian
timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri (Suherman, E., 1979).
Tanggung jawab mutlak (absolute kability) dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1992 diterspkan pada pihak ketiga sebagaimana diatur
dalam Pasal 44 ayat 1. Di dalam Pasal tersebut dikatakan pengangkut
bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang
diakibatkan oleh pengoperasian atau kecelakaan pesawat udara atau jatuhnya
benda-benda lain dari pesawat wdara yang dioperasikan. Berdasarkan Pasal
tersebut pengangkut tidak dspst membela diri (exoneration) untuk

membebaskan tanggung jawabnya

_ Prinsip Limitation of Liability

Prinsip ini maksudnya adglah suatu prinsip yang membatasi tanggung
jawab pengangkuk udara aau penyelenggara penerbangan sampai jumlah
tertentu. Prinsip ini digunakan untuk mengimbangi tanggung jawab, baik
berdasarkan prinsip presumption of liability, prinsip presumption of non-
lighility maupunl prinsip absolute liability. Hal ini dikarenakan resiko
tertinggi berada pada pihak pengangkut, maka selayaknya resiko tersebut
dibatasi

Dalam Ordonantie Pengangkutan Udara 1939 prinsip limitation of
liability dapat dilihat pada Pasal 30 (1) yang mana untuk penumpang dibatasi
gampai jumlah Rp. 12.500,00 (dua belas ribu rupiah), pengangkut barang dan

bagasi tercatat dibatasi sampai jumlah Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah)
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sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 2 dan bagasi tangan dibatasi
sampai jumlah Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) yang tercantum dalam Pasal 30

ayat 2 Ordonansi Pengangkutan Udara

Jumlah ganti rugi yang terdzpat dalam Ordonantie Pengangkutan
Udara 1939 : 100 itu sekarang dirasakan tidak gesuai lagi dengan kondisi
dan ekonomi, jumlah limit itu diterjemahkan dari Luchtvervoer Ordonantie

yang ditulis £ 12,500 sedangken nilai mata uang kita jauh berbeda. Oleh

karena itulah maka dalam pembayaran ganti rugi secara kemyataan telah
disesuaikan dengan keadaan perekonomian maupun dengan ketentuan yang

terdapat dalam Konvensi Warsawa 1929.

2. Sistem Tanggung Jawab Penganghut Udara

Setelah dikemukakan beberapa prinsip tanggung jawab, maka selanjutnya
akan dijabarkan sistem-sistem tanggung jawab pengangkut udara. Suatu sistem
adalah kombinasi darl prinsip-prinsip sehingga ada kemungkinan bahwa
mengenai pmgangkutan penumpang barang, bagasi tercatat, bagasi tangan

maupuil pihak ketiga di darat berlaku sistem tanggung jawab yang bebeda

apabila terjadi suatil Kkecelakaan pesawat udara.
Adapun sistem tanggung jawab pengangkut pada pengangkutan udara

{menurut suherman E., 2000: 235-238) adalah sebagai berikut :

4. Sigtem Warsawa merupakan Konvensi Hukum Udara yang sampai sekarang

masin berlaku meskipun telah dicoba beberapa kali untuk merubah dan

memperbaikjnya- Dalam Konvensi Warsawa dipergunakan prinsip
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sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 2 dan bagasi tangan dibatasi
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4. Sigtem Warsawa merupakan Konvensi Hukum Udara vang sampai sekarang

masih berlaku meskipun telah dicoba beberapa kali untuk merubah dan

memperbaikinya- Dalam Konvensi Warsawa dipergunakan  prinsip
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“oresumption of liability”, “presumption of non-liability” dan “limitation. of
liability™. Untuk tanggung jawab penumpang, bagasi tercatat dan cargo
dipergunakan kombinssi dari “presumption of non-liability” dan “Limitaton
of liability™.
Untuk tanggung jawab bagasi tangm diterspkan kombinasi dari
“presumption of non-ligbility” dan “limitation of liability”. Salsh saw
keberatan utama terhadsp Konvensi Warsawa 1929 adalah batas tanggung
jawab yang dianggap sudah terlalu rendah.
_ Sistem Roma yang mengatur tanggung jawab operaior pesawat udara asing
untuk kerugian yang ditimbulkan pada pihak ketiga di darat dipergunakan
prinsip tanggung jawab mutlak (absolute lighility) dan prinsip pembatasan
tanggung jawab (limitation liability).
Dalam prinsip ini operator pesawal udsra bukan lagi dianggap selalu
bertanggung jawdb, gkan tetapi memang gelalu bertanggung jawab dan
operator pesawat udara tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawab.

Dengan gendirinya tangsuns jawab mutiak lebih bera bagi pihak yang

bertanggung jawa, dalam hal ini adalah pihak operator pesawat udara oleh

karena ia tidak bisa membebaskan diri. Akan tetapi wajar karena pihak yang
dirugikan yaitu pihak di garat idak ada hubungan apspun dengan pihak

operator pesawat udara

sistem Montresl, dengan perjanjian ini ada pemberlakuan khusus bagi

perjalananfpenelbangan ke, dari dan melalyi Amerika Serikat, yakni

perusahaan menyepakati hal-hal sebagai berikut :
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1) Prinsip tanggung jawab yang dipakai adalah prinsip tanggung jawab
mutlak.

2) Jumlah ganti rugi maksimal adalah US $ 75.000, termasuk biaya perkara
atau US § 58.000 tidak termasuk biaya perkara.

3) Dalam waktu 5 tahun harus divsahakan suatu kovensi intermasional bau
untuk menggantikan Konvensi Warsawa.

d. Sistem Guatemala, dalam protokol ini pada dasarmya dipergunakan prinsip-
pringip yang sama dengan Montreal Interim Agreement, khusus umtuk
penumpang dan bagasinya, sedangkan untuk kargo dan kelambatan masih
dipergunakan prinsip “presumption of kability”. Untuk penumpang limit
tanggung jawab ditetapkan sebesar US § 100.000 dan dimyatakan sebagai
sugu”unbreakable limit”, suatt limit yang tidak dspat dilampaui dalam hal
apspun juga

e. Sistem Ordonansi Pengangkutan Udsara. Sistem Ordonansi Pengangkutan
Udara sama dengan Qistemn Warsawa, kecusli dalam satu hal, yeitu untuk

tanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan karena kelambatan. Dalam

sistern Warsawa tangguns jawab umtuk kelambatan tunduk pada prinsip yang
gama, sedangksn dalam Ordonansi Pengangkutan Udara pengangkut diberi
kesempatan untuk membebaskan dii dai tanggung jawab dengan suatu

perjanjign khnsus dengar pemakai jasa anghutan.

£ Sistem Flat Rate. Sistem ini pbermula dari suati kebijakan Pemerintah getelah

peristiwa kecelakaan-keeelakaan pesawat udara mengangkut jemaah haji,

aitu tahun 1974 dan 1975 di grilanka Tidak dapat dilacak asal istilah “flat
y
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rate” yang maksudnya adalash bahwa setiap korban kecelakasn pesawa
udara tanpa kecuali skan mendapat ganti rugi dalam jumlsh ysng sama
Dengan demikian maka dapat ditafsirkan bahwa dengan sistem ini prinsip
yang digunakan adalah prinsip tanggung jawab mutlak, meskipun tafsiran ini
mungkin keliru karena belum pernah ada kasus pengangkut dibebaskan dari
tanggung jawabmya karena alasan tertentu. Salah satu unsur dari adanya
tanggung jawab mutlak adslah bahwa pengangknt tidak dapat membebaskan

diri dari tanggung jawab kerena alasan apapun juga, kecuali kesalahan pihak

yang dirugikan gendiri atau cacat dari barang yang dianglut (inkerent vice of

the goods).

. Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang, Pengirim/
Penerima Barang dan Terhadap Pihak Ketiga

Setiap kegiatan sclalu membawa resiko, demikian pula terhadap kegiatan
pengangkutan udara Sekalipun di dunia penerbangan sudah cukup canggih, baik
itu peralatannya maupun para pelugas yang beroperasi secara langsung atau tidak
{angsung sudah terkontrol serta terdidik sedemikian rupa, namun masih juga terjadi

susu peristiwa yang menyebabkan kerugian yang tidak kecil maupun kerugian

gtas barang-barang material. Salah sdtu peristiwa tersebut adalah kecelakaan

pesawat udara. Dengan tegjadinya peristiva tersebut mengakibatkan pihak yang

gatu (pengangkut udara) harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang

dirugikannya P]hak-plhak tersebut bisa plhﬂk kedua (penumpang dan
engiﬂm/pemrimn barang) serta pihak ketiga di permukaan bumi atau di dara.
P
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a. Tanggung Jawab Penganghut Udara Terhadap Penumpang

Di dalam Ordonantie Pengangkutan Udara 1939, tidak diketemukan apa
yang dimaksud dengan “penumpang”, begitu pula dalam Konvensi Warsawa
1929. Martono dalam bukunya “Hukum Udars, Angkutan Udara Dan Hukum
Angkasa”, memberikan pengertian sebagai berikut :

“Penumpang pesawat udara adalah pihak yang mengadakan perjanjian
pengangkutan dengan perusahaan penerbangan. Penumpang bersedia
membayar harga tiket dan pengangkut sanggup membawa penumpang ke
tempat tujuan. Perjamjian tersebut dibuktikan dengan adamya dokumen
pengangkutan yang berupa tiket pesawat udara atau surat muatan udara’.

Sebagai perbandingan, definisi penumpang dapat dijumpai di dalam
Draft Convention Februari 1950 (yang dimuat di dalam ICAO L.c Working
Draft No. 171) yang menyatakan sebagai berikut :

‘Penump ang adalah setisp orang yang diangkut dalam pesawat terbang
dengan suatu persetujuan pengangkutan. Pengertian l_cata penumpsang tidak
meliputi orang-orang yang mempunyai hubungan kerja dengan penganghut
udara, yang diangkut dalam hubungan tugss mereka® (E.Suherman., 1962:

45).
Dari kedna definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penumpang

adalah seorang yang Kkarena persetujuan pengangkutan udara gtau persetujusn

lain dengan penganghlt yang diangkut dengsn pesawat terbang, terkecuali

pegawai-pegawai dari pengangkut udara.

Adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengangkut udara dengan

penumpang dapat dibuktiken dengan adanya tiket penumpang Sebagaimana

yang dikemukakan oleh HM. N. Purwosutjipto dalam bukumya Pengertian

Pokok Hukum D2ga0% Indonesia.
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“Tiket penumpang adalah suatu tanda bukti bahwa scseorang telah
membayar uang angkutan dan akibataya berhak naik pesawat udara sebagai
penumpang. Tiket penumpang juga merupakan tanda bukti telah ditutupmya

perjanjisn pengangkutan udara antarapenumpang dan pengangkut”.

Tiket penumpang merupakan syars dalam perjanjian pengangkutan
udara, tetapi bukan merupakan syarat mutlak, sebab tidak adamya tiket
penumpang tidak berarti tidak adanya perjsnjian pengangkutan udara (Pasal 5
gyd 2 Ordonaatie Pengangkutan Udara). Jadi perjanjian pengangkutan pada
dasamya merupakan perjanjian konsensuil, dimana pegjamjian itu harus
dibuktikan dengan adamya tiket penumpang Berdasarkan sifat yang
konsensuil ini, maka tiket penumpang bukaplah suatu syarat mutlak bagi
georang penumpang, tetapi tidak berarti bahwa tiket penumpang merupakan
hal yang tidak periu ada, sebab dalam Pasal 5 ayat 1 Ordonansi Pengangkutan
Udara, pengangkut diharuskan memberikan tiket kepada setiap penunpang
Bﬂamana pengangkut menerima seorang pemumpang tanpa tiket, maka
pengangkut tidak berhak menggunakan ketentuan-ketentuan dslam Ordonansi
Pengangkutan Udars 1939 yeng meniadakan atau membatasi tanggung
akhir Ordonansi Pengangkutan Udara).

jawabnya (Pasal 5 ayat 9 kalimat tet

Mengenai kapan pengangkut udara dapat diminta pertanggung

jawab getubungan dengan timbulnya kerugian sebagai akibat

penumpang meninggal dunia, mengalami juka atau penderitaan lainnya, maka

Pasal 24 Ordonantie Pengangkutan Udara 1939 menentukan adamya tiga syard

yang harus dipenuhi, yaitu -
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a) Kerugian harus diakibatkan oleh adanya suatu kecelakaan;

Kecelakaan tersebut harus ada hubungannya dengan pengangkutan udars,
¢) Kecelakaan tersebut harus terjadi di atas pesawat terbang, atau selama

melakukan sesustu tindakan yang berhubungan dengan naik ke atau turun

dari pesawat terbang,

Walaupun dalam Pasal 24 Ordonantie Pengangkutan Udara telah
ditentukan pengangkut dianggap gelalu bertanggung jawab, namun untuk
menetapkan besarnya ganti rugi masih dilihat ketentuan Pasal 30 ayat 1
Ordonansi Pengangkutan Udara mengenai besarmya limit ganti rugi, dimana
tanggung jawab pengangkut dibatasi sampai jumiah sebesar Rp. 12.500,00
(dua belas ribu rupiah), dan dalam pengangkutan internasional sampai jumliah

_ gebesar 1,500,000 gold fancs (Protokol Gustemala 1971) per penumpang.
Kemudian dalam Pasal 24 (2) Ordonansi Pengangkutan Udara ditambahkan
bahwa dalam hal kematian penuMpang maka isteri atau suami Yyang

ditinggalkan, anak-anak atau 0rEN8 manya yang menjadi tanggungan selama

hidupnya mempunyai hak atas ganti rugi, dan besarnya dinilai dari kedudukan

orang-orang yang bersangkutan 8ty keadaan.

b. Tanggung Jawab Penganghut Udara Terhadap Pengiriman alai Penerima
Barang

Seorang pengjn'mfpenerima barang dalam Konvensi Warsawa 1929
eor

digebut Consigno’ dan Consignee, yaitu merupakan pihak-pihak dalam suatu
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perjanjian angkutan barang, dimana dapat dibuktikan dengan adanya surd

muatan udara

Kedudukan surat muatan udara sama dengan tiket penumpang atau tiket
bagasi, yakni kalau surat muatan tidak ada, ada kesalahan di dalamnya atau
hilang maka hal ini tidak mempengaruhi adanya atau berlakunya perjanjian
pengangkutan udara, yang tetap tunduk pada ketentuan Ordonansi
Pengangkutan Udara 1939. Bila mana pengangkut menerima barang taﬁpa
memberikan surat muatan udara, maka pengangkut tidak berhak umtuk
menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi Pengéngkutan Udara
untuk meniadakan atau membatasi Langgung jawabuys pMenurut Pasal i4
Ordonansi Pengangkutan Udara surat muatan udara itu merupakan bukti:
1. Tentang adanya perjanjian pengangkutan udarg,
9. Tentang penerimaan barang-barang.

3. Tentang gyarat-syarat pengangkutan.

Mengenai isi surat muatan udard diatur dalam Pasal 10 Ordonansi
Pengangkutan Udara, vang mana isinya lebih lenglfap daripada tiket

penumpang atan tiket bagasi

Tentang kapand Pellg“lﬂgl‘f‘lt

atas kerugian akibat parang at

dalam Pasal 25 ayat 1 Ordonsnsi Pengangkutal Udsra yang mengatakan

jawab apabila erugian tersebul terjadi

bahwa “pengangkut pertangfune

udara”. sedangkan mengenai pengertian selama

selama pengangkutan
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pengangkutan udara dijelaskan dalam Pesal 25 (2) dan Pasal 25 (2) opPU.
Menurut Pasal 25 ayat 2 Ordonansi Pengangkutan Udara mengatakan bahwa :

‘Pengangkutan udara meliputi jangka waktu barang atau bagasi

tersebut perada dalam pengawasan pengangkutan udara, baik di pelabuhan
udara, di dalam pesawat udara atau di tempat lgin dalam hal terjadinya
pendaratan darura di luar pelabuhan udars’.

Pasal 25 (3) Ordonansi Pengangkutan Udara mengatakan bahwa :

‘Kerugian selama pengangkutsn udsra di darat, laut atau sungai
dianggap terjadi selama pengangkutan udara, Kkecuali dapat dibuktikan
gebalikmya, apabila pengangkutan demikian merupakan pelaksanaan
perjanjian pengangkutan udara sechubungan dengan pemuatan, penyerahan
atau pemindahan bagasi/kargo/muatarn’.

Dengan adanya pernystaan yang demikian, pengangkut dianggap selalu
bertanggung jawsb bila terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerugian pada
barang yang diangkutnya dengan perjanjian pengangkutan.

Pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan adanya hak untuk

menuntut ganti rugi, tetapi cukup dengan pembuktian bahwa telah terjadi

suatu kerugisn bagi seorang pemumpans atau kerusakan atas barang, selama

pengangkutan udara.
Tanggung jawab pengin
sampa jumlah/limit tertentu. Untuk pen

gkutan udara terhadap kerugian bagasi atau

erbangan nasional,
barang dibatasi
ara dibaasi sampai jumlah Rp. 25,00 pea

: an ud
tanggung jawab pengangkut
= g), sedangkan umtuk

0 Ordonansi Pengangkutal Udar

kilogram (Pasal 3
® ampai jumlsh 250 gold franca (Pasal 22

penerbangan internasional dibatast §
). Di dalam perjanjian Warsa
9 terdspst suatu kemungkinan bagi

wa 1939 atau dalam
Konvensi Warsawa 1939

193
Ordonansi Pengangkutan Udara
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pengangkutan udara untuk membebaskan diri dari tanggung jawabmya, yakni
dalam hal pengangkutan dapat membuktikan bahwa ia dan pegawai-

pegawainya telah mengambil semua tindakan apapun yang diperiukan untuk

mencegah timbulnya suatu kerugian atau tidaklah mungkin baginya untuk
mengambil semua tindakan tersebut., ini merupakan hal yang pertama, yang
kedua dalam hal pengangkutan udara dapst membuktikan bahwa kerugian
tersebut disebabkan oleh kelalaian atan kesalahan dari yang menderita
kerugian. Dalam hal ini beban pembuktiannya ada pada pihak pengangkut
udara. Yang ketiga, pengangkutan bertanggung jawab penuh atas kerugian

tersebut disebabkan dengan sengaja atau karena kesalahan dari orang yang

dipekerjakan olehmya.
c.. Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Plhak Ketiga

Yang dimaksud pihak ketiga, pihak yang tidak memiliki hubungan

perjanjian dengan pengangkutan udara, ia menderita suatu kerugian yang

disebabkan kecelakaan pesawat udara ataupun kegiatan pengangkutan lainmya

Di Indonesia penmjuk mengend  ketentuan tanggung jawab

hadap pihak ketiga di darat atas suatu kerugian misalnya

pengangkut udara et
i ecawat terbang. hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor
jatuhnya p _
15/1992 Passl 44 berbunyi - »
ikan pesawat a
: dan hukum yang MmeEngOPETST st ;
‘Setiap o.ranfb ag;:;ap kerugian yang diderita oleh pﬂl]:ll:a keng:s ];::;gt
bertanggung Jaw perasian pesawat udara atau kece I:;I P
diakibaﬂstan o!it:h Penf" penda-benda lain dan pesawat a yang
udara atau
dioperasikan.
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Menurut UU No. 15/199 operator bertanggung jawab terhadap
kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang lebih lanjut diatur dalam
peraturan pemerintah. Berdasarkan UU No. 15/1992 telsh dikeluarkan PP
No. 40/1995. Menurut PP tersebut pihak ketiga yang meninggal dunia
memperoleh ganti rugi sebesar Rp. 40 juta sedangkan yang mengalami
cacat tetap mendapat ganti rugi berdasarkan tingkat cacat tetap tersebut,
tetapi setinggi-tingginya Rp. 50 juta. Terhadap kerugian harta benda yang
diderita, ganti kerugian berdasarkan kerugian yang myata Berdasarkan
ketentuan dalam PP tersebut besarnya ganti rugi tethadap cacat tetap akan
diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri, tetapi sampai saat ini belum
dikeluarkan surat keputusan yang dimaksud sepanjang menyangkut jenis
kerugian baik UU No. 15/1992 maupun PP No. 40/1995 belum pernah

secara tegas dimyatakan apakah kerugian mental dapat diganti atau tidak.

Akan tetapi hal ini dapat ditafsirkan atau dianslogikan dari ketentuan-

an umum dimsna pihak ketiga tersangkut. Ket
ukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum

enfian-ketentuan umum
ketentu

terscbut dapat dilihat dalam H

Internasgional

1.  Hukum Perdata atau Kitab Un
Perdata terdapat ketentuan umum,

dang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam KUH

dibenarkan oleh hukum untuk m

dal@ ketentuan pasal-Pasal 1365, 1367 ayat 1, 137

Perdata.
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Menurut UU No. 15/1992 operator bertanggung jawab terhadap
keméian yang diderita oleh pihak ketiga yang lebih lanjut diatur dalam
peraturan pemerintah. Berdasarkan UU No. 15/1992 telah dikeluarkan PP
No. 40/1995. Menurut PP tersebut pihak ketiga yang meninggal dunia
memperoleh ganti rugi sebesar Rp. 40 juta sedangkan yang mengalami
cacat tetap mendapat ganti rugi berdasarkan tingkat cacat tetap tersebut,
tetapi setinggi-tingginya Rp. 50 juta. Terhadap kerugian harta benda yang
diderita, ganti kerugian berdasarkan kerugian yang myata, Berdasarkan
ketentuan dalam PP tersebut besarnya ganti rugi terhadap cacat tetap akan
diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri, tetapi sampai saat ini belum
dikeluarkan surat keputussn yang dimaksud sepanjang menyanglut jeais
kerugian baikk UU No. 15/1992 maupun PP No. 40/1995 belum pernah

secara tegas dimyatakan apakah kerugian mental dapat diganti atau tidak.

Akan tetapi hal ini dapat ditafsirkan atau dianalogikan dari ketentuan-
dimana pihak ketiga tersangkut. KetenMan-ketentuan umum

ukum Perdata, Hukum Adat dan Huokum

ketentuan umnm

tersebut dapat dilihat dalam H

Internasional i}
ta.
Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Per.

erdata terdapat ketentuan umuim,
unfut suatu ganti rugi yakni dapat dilihat

1. |
dimana pihak ketiga

Di dalam KUH P

dibenarkan oleh hukum unink men

pasal 1365, 1367 ayat 1, 1370 dan 1371 ayat 1 KUH

dalam ketentuan Pasal

Perdata.




.

R R R R e

3
TSR

Untuk lebih jelagnya, perlu ditelash secars garis besar mengenai Pasal-

Pasal tersebut di atas.

a) Pasal 1365 KUH Perdata
Dinyatakan Bahwa :

Tiap pa-buatan xl_l_elanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewsjibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 KUH perdata ini dikenal dengan Onrechmatige daad, yang
mana menurut R. Wigono Prodjodikoro berpendapat bahwa
Onrechmatige daad adalsh istilah teknis yuridis yang arti sebenarnya
secara tepat hanya mungkin didspatkan dari peninjauan tujuan Pasal
1365 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas maka terdapat
empat syarat untuk perbustan melanggar bukum, ysitu :

1)  Adanyasustu perbuatan melawan hukum ;

2)  Terdapat kesalahan ;

3 Terjadi kerugian ; o

4% Adanya kuasalitet antara sebab akibat
Dengan adanya 4 (empat) unsur di atas, maka pihak ketiga yang

gi hubungan perjnjian dengan pengan

gkut, diberikan
tidak mempuny
snatu hak oleh hukum untuk men
an dalam phal imi peng
ang menderitd sugtu kerugian dapat

untut ganti rugi kepada pihak yang |
: angkut udara. Jadi |
menimbulkan kerugl

sebenamya pihak ketiga ¥

rutan kepada pengangkut
annya adalah harus membuktikan adanya

udara berdasarkan Pasal 1365

mengajukan fun

kesulit

KUH Perdata, pamun -
dari pihak pengangkllt ndara, sehingga kemungkinan untuk

kesalahan |
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mendapatkan ganti kerugian adalah sangat kecil sekali, terlebih apabila
pesawat terbang mengalami “tota/ Jost”,

b) Pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata,

Dinyatakan bahwa :

Orang tidak .Bi'lja bertanggung jawab atass kerugian yang disebabkan
sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan
orang-orang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang yang
berada dibawah pengawasamya.

Pasal 1367 ayat ini, mengatur pertanggung jawaban seseorang
yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang

lain. Orang tersebut dalam Pasal 1367 ayst 1 KUH Perdata hanya dapat

dipertanggung jawabkan, apabila orang-orang yang berada dibawah

pengawasannya melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Tujuan dari Pasal ini adalsh untuk memberikan kepastian hukum

bahwa kerugian yang terjadi pada seseorang akan diganti Penderita #tau

orang yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada orang

aku, juga orang yang menurut Pasal 1367
a tindak tanduk bawahannya yang

KUH Perdata
lain selain pel

harus bertanggung jawab atas segdl

menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga (Pasal 136'7 (3) KUH
ersebut dapa membuktikan bahwa ia

Perdata), kecuali orang (mgjikan) t ,
atas) perbuatan orang-
g jawab (Pasal 1367 ayat

dapat cegah ( orang yang berada dalam
tidak dspat men

annya untuk mana ja bertanggun
askan untuk 1

pengawas i
ang demikian ini 1a dibeb |

KUH Perdata), dalam bal ¥

bertanggung jawsab.
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Yang dimaksud dalam Pagal 1367 KUH Perdata dengan kata-kata
bahwa “barang-barang yang berada dibawah pengawasan® adalsh
kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh bends, tanpa adanya perbuatan
manusis atau setidakmya perbustan secara tidak langsung, misaluya
meledakkan barang-barang yang diangkut pada sas pesawat terbang

pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi.

c) Pasal 1370 KUH Perdata.

Dinyatakan bahwa :

Dalam halnya sustu pembunuhan dengan sengaja atau karena kurang
hati-hatinya seorsng, maka snami stau istri yang ditinggalkan, anak atan
orang tua si korban, lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban,
mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai
menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut

keadaan
Pasal 1370 KUH Perdata merupakan ketentuan khusus yang

mengatur ganti rugi dari perbuatan melawan hukum yang berakibat

matinya seseorang. Ketentuan ini menyimpang dari Pasal 1365 gampai

1367 KUH Perdata dalam dua hal, yaitu :

(1) membatasi jumlah ganti rugi tersebut dmm:il menurut kedudukan
dan kekayaan kedva belah pihak menurut keadaan.
(2) Ganti rugi tersebut hanya dapat dituntut oleh orang-orang tertentu
saja.
pembunuhan yang dimaksud d
guatu perbusatanl pidana, melaink

Pasal

Jlam Pasal 1370 KUH Perdata ini

5 an suatu perbuatan
bukanlah dalam arti
yang mengakibatk
anti rugi dinilsi menurut
ini dimaksudkan bahwa harus

an matinya seseorang Yang dapat

kedudukan dan
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dipertimbangkan baik kedudukan dan kekayaan pihak yang berhak
mendapatkan ganti rugi, maupun kedudukan dan kekayaan seseorang
yang harus dipertanggungjawabkan, serta menurut keadaannya. Dengan
adanya hal yang demikian maka ketentuan Pasal 1370 KUH Perdata
sangatlah efisien atau tepat dalam hal menyelesaikan pemberian ganti

rugi kepada yang berhak.

d) Pasal 1371

Penvebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan d_engan sengaja atau
ka:\leyna kurang hati-hatinya memberikan hak kepada si korban, un:uk.nu
selain penggantian biaya-biaya penyembuhan menuntut penggantian
kerugian yang disebabkan oleh luka stau cacat tersebut.

Di sini korban dapat menuntut biaya-biaya penyembuhan dan ganti

rugi yang disebabkan oleh luka atau cacst, baik kerugian material

maupun ideal. Kerugian y3ang terdapat dalam Pasal 1371 (1) KUH

Perdata termasuk kerugian harta keksyaan, sedangkan kerugian

i berkuran
immaterial adalah sakit jasmani maupun rohaniah, ketakutan g,

gebagai akibat cacat jas
aret 1943 telah mempertimbangkan kerugian

hid maniah. Hoge Raad dalam
kesenangan midup
keputusan tanggal 12 M

hingga hakim pebas untuk menentukan
se

kesedihan dan kesenangan hidup, Yyang

penggantiannya untuk

gesungguhnya dapat dinikmati.
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dipertimbangkan baik kedudukan dan kekayaan pihak yang berhak
mendapatkan ganti rugi, maupun kedudukan dan kekayaan seseorang
yang harus dipertanggungjawabkan, serta menurut keadaannya. Dengan
adanya hal yang demikian maka ketentuan Pasal 1370 KUH Pérdata
sangatlah efisien atau tepat dalam hal menyelesaikan pemberian ganti

rugi kepada yang berhak

d) Pasal 1371

Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan dengan sengaja atau
karena kurang hati-hatinya memberikan hak kepada si korban, unfuk itu
selain penggantian biaya-biaya penyembuhan menuntut penggantian
kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

Di sini korban dapat menuntut biaya-biaya penyembuhan dan ganti

rugi yang disebabkan oleh luka atau cacat, baik kerugian material

maupun ideal. Kerugian yang terdapat dalam Pssal 1371 (1) KUH

Perdata termasuk kerugian harta kekayaan, sedangkan kerugian

immaterial adalah sakit jasmani maupun rohaniah, ketakutan berkurang,

gebagai akibat cacat jasmaniah. Hoge Raad dalam

kesenangan hidup

yang bersifat
ptianaya unfuk kes
t dinikmati.

pengga
gesungguhnya d2p8
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2. Hukum Adat :

Hukum adat adalah hukum yang timbul
sendiri, serta tumbuh dan berkemban
Indonesia asli dan merupakan perwuj j

_ : : judan cermin pandangan b
Indonesia asli pula. Pengertian ini sesuai dengan para sl;rjana gmam ?ﬁa
Snougdh Huggronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar Soepomo dax;
Djojodigoeno (Ohorella, HM.G & Andi Datia Pato ; 2002: D
Hukum Adat I). : Prel 2002 Dikiat

Sesuai dengan pendapat Leopold Pospisil, bahwa hukum adat itu

di dalam lingkungan Tndonesia
8 sesuai struktur sosial bangsa

merupakan aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi sebagai sistem

sosial kontrol, salah satumya Attribute of Obligation maksudnya adalah
keputusan penguasa itu berisi tentang kewsjiban-kewsjiban dari pihak yang é
gatu terhadap pihak yang lainnys. Berdesarkan hal tersebut maka dapat '
dipakai sebagai dasar (hukum), dimana pihak ketiga dapat mengajukan |

tunfutan ganti rugi akibat perbuatan orang lain

Dari segi hukum adat pelanggaran hukum itu dianggap sebaga

b Sk

gangguén terhadap keseimbangan magis yang meliputi lingkungan

mempunyai berbagai

masyarakat. Masing-masing anggota tentunya
L Wujud dan jumlah kepentingan ini

R

kepentingan yang beraneka raga
rada dalam tubuh

ifat K i be
tergantung dari wujud dai sif2t kemanusiaan yang

B i s S

gehingga perlu diadakan suafll

masyarakat masing-mailG
4 it timbullah reaksi un

keseimbangan. Oleh karen N
uatu reaksi adat, yang
ebut Reaksi tersebut merupakan B |

g bersegi kesusilaan, keagamaan dan sopan

1a
o tuk menimbulkan

T T

keseimbangan ters

" e ok keperdatasn, ketatanegaraan
s ti bi .bidang Kep :

. . hpunbldang . !

gaptun, melainkan juga me |
. cudut hukum adat-




Mengingat adanya rasa solidaritas yang tinggi dalam masing-masj
- mg

lif‘gkungan hukum adat, maka apabila terjadi pelanggaran hukum, juga
haruslah dilihat apakah yang berbuat dan yang menderita itu termasuk
dalam masyarakat hukum lain. Dalam hal ini yang mengadakan reaksi adat
bukan saja orang yang menderita akan ftetapi dapat juge masyarakat
terhadap masyarakat lainnya. Jelas di sini pihak ketiga yang menderita

kerugian akibat perbuatan orang lain (masyarakat lain) perlu

S e N 0 PN S P NS R B I M

mengembalikan keseimbangan magisnya, maka dengan demikian pihak

ketiga harus mengadakan reaksi adat. ¥

TR

3. Hukum Pengangkutan Udara Internasional

F

Konvensi Roma 1952 tentang Tanggung Jawsb Operator Pesawat Udara ?L
b

. - . [}

Asing untuk Kerugian yang Ditimbulkan pada Pihak Ketiga di Permukaan ;
|

5 . : encoba B

Bumi merupakan penggaml dari Konvensi Roma 1933 yang m ff;
B

. ; jan yang ditimbulkan b

menetapkan suatu sistem (anggung jawab untuk keruglan yang . %
benda di permukaan bumi. 1

oleh pesawat udara pada orang atau atta; Pl P |
Berdasarkan konvensi ini maka se0rais “Operator Pesawa “
s ihak ketiga o

, ditimbulkan kepada pib

bertanggung jawa untuk kerugian yang i.{
dara yang jatph atau oleh benda yaug 1

di permukaan bumi oleh pesawat U

angg'ung jﬂwab i.ﬂi bas
membuktikan balwa kerugian

ifat mutlak dan pibak
jatuh dari pesawd tersebut. T

grugiaﬂ hamya Waj ib

ersebul. ;,?
ditimbulkan oleh pes awat udara t :

e

yang menderita k
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BAB 111

METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian

Lokssi penelitian ini dilakukan di PT. Merpati Nusantara
Airlines Region Makassar, salah satu perusahaan penerbangan nasional di
Indonesia yang ada hubunganmya dengan permasalahan yang ada pada

penulisan skripsi mi.
B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dsta yang digunakan penulis adalah :

i Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh di lokasi penelitian.

5 Data Sekunder, yaitu data yang bemupa kepustakaan sebagai

pemunjang data primer, yaitu kepustakaan yang ada hubungannya

dengan obyek penelitian penulis.

C. Metode Pengumpulan Data

litian im digunakan teknik pengumpulan data sebagai
ene |

Pada p

berikut :

dalah merupakan penelitian awal atau pra penelitian
a

_ Observasi ; .
: u_gidentiﬁkasikan berbagai permasalahan-

dengan maksud untuk me

RS N PSR




permasalahan yang ada dilapangan dan ada relevansinya dengan

penelitian ini.

2. Interview atau Wawancara adalah suatu kegiatan untuk

melaksmakan tanya jawab secara langsung terhadap responden
dengan maksud untuk memperoleh informasi-informasi secara

detail.
D. Metode Analisis

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data
sekunder nantinya akan diolah, kemudian akan dianalisis secara kualitatif

dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab Pengangkut Terhadap Pihak Ketiga Di Darat

Seperti yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, masalah tanggung
jawab pengangkut udara terhadap pihak ketiga di darat yang diatur oleh Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor. 15/1992 tentang Penerbangan = yang
merupakan perbaikan dari Stb. 1939 — 100 yang bzlum mengatur secara tegas
mengenai prosedur perolehan ganti kerugian (santunan) bagi pihak ketiga di darat

sebagai akibat kecelakaan pesawat udara dan tata cara penetapan ganti kerugian

oleh pihak pengangkut udara terhadap pihak ketiga sebagal akibat kecelakaan

pesawat udara.

dara Apabila dalam suatu kecelakaan pesawat

1T jawab Pengangkut U _
anggung jawab Peng gku N

- rta men
udara mengakibatkan orang tewas atau luka-luka sera

kesehatan lainnya.

- .
| - .

t terbang lainnya ketika sedang

esawa
pesawat terbang pertubrukan dengal P

S0
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berada di udara. Kerugian-kerugian inilah yang dapa mengakibatkan orang

yang berada di darat tewas, menderita luka-luka ataupun mengalami gangguan

kesehatan lainnya.

Di dalam praktek pihak pengangkut bertanggung jawab terhadap orang
yang tewas, luka-luka atau mengalami gangguan kesehatan lainmya di darat
untuk memberikan suatu ganti kerugian berdasarkan apa yang tersebut dalam

pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15/1992 tentang

 Penerbangan Hal ini menurut Jefri Winckler selaku Sales Manager PT.

Merpati Nusantara Airlines Cabang Makessar (24 September 2002), terdapat
sustu pembatagan tanggung jawab, yaitu kerugian yang diderita oleh pihak
ketiga tersebut memang ada hubungannya secara langsung dengan kecelakaan

pesawat udara.
Berarti pihak PT. Merpati Nusantara Airlines dalam pemberian ganti

kerugian kepada pihak ketiga memberikan suatu batssan tanggung jawab,

yang artinya PT. Merpati Nusantara Airlines mengunakan prinsip

presumption of liability dan tidak memakai/tidak mengakui prinsip absolute

liability, karena kecelakaan Yang menimpa pihak ketiga di darat pada

lalui pesawat terbang bukanlah kesalahan pihak

jalur/froute Yang di
erpati  Nusantara Airlines sudah

ang dari pemerintah

memperoleh izin terb | |
dang-Undang Republik  Indonesia

Sedangkan menurut  UD
prinsip absolute
4 aya (1) Di dalam Pasal tersebut

diterapkan liability kepada pibak ketiga
Nomor.15/1992 dite
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dikatakan pengangkut bertanggung jawab terhadapk.‘-l;migﬁi;ﬂ' yang diderita
oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian atau kecelakaan
pesawat udara atau jatuhmya benda-benda lain dari pesawat udara yang
dioperasikan. Berdasarkan Pasal tersebut pengangkut tidak dapst membela
diri (exoneration) untuk membebaskan tanggung jawabnya.

Pemberian ganti kerugian kepada pihak ketiga di darat diberikan
sesuai dengan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga terscbut Hal ini
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dari Pasal 44 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 15/1992 tentang Penerbangan bahwa . Pihak
pengangkut di sini (PT. Merpati Nusantara Airlines) di dalam pengurusan
garti rugi yang dituntut oleh pihak ketiga, diserahikan kepada pihak asuransi

dalam hal ini PT. Jasindo.

Alasan mengapa PT. Merpati Nusantara Airlines menyerahkan

pengurusan ganti kerugian kepada PT. Jasindo adalah Karena PT. Merpati

S i Nt b Us i’laall
N‘]S anf"n'ﬁ Ail"l iﬂeq telﬂh ﬂ]ﬁl’lgu:llﬁmSlkuﬂ ‘J t‘,bdwtllnyﬂ KE© pel usd
L Pl -

i ; mencakup :
Asuransi PT. 1asindo, dimand asuransi pesawat tersebut up

2. Asuransi untuk hull (pesawat udara);

b. Asuransi unk penumpang‘,

jga (Wawancard dengan Bapak Rifandi Ayusa,

c. Asuransi untuk pihak ketig
ales Manager PT.
mber 2002).

Merpati Nusantara Airlines Region
selaku Asst S

Makassar, tanggal 30 Septe
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2. Tanggung jawab pengangkut udara atag musnahnya benda-benda materj atay
terhadap hewan '

Kerugian yang dupat dipertanggungjawabkan oleh pihak pengagkut
udara yaitu terhadap musnahnya atau hilangnya benda-bends materi,
terhadap mati atau cacatmya hewan peliharaan pihak ketiga di darat, akibat
kecelakaan pesawat udara, yang menyebabkan benda-benda materi tersebut
tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan pihak ketiga di darat akibat
kecelakaan pesawat udara ataupun tidak bisa lagi digunakan untuk mencari
nafkah. Begitu pula terhadap hewan yang mati, yang mengakibatkan pihak
ketiga menderita kerugian karena tidak dapat lagi mencari nafkah Dengan
kata lain pengangkut udara bertanggung jawab baik terhadap benda
bergerak maupun benda tidak bergerak, bends mati ataupun benda hidup
dengan suatu syarat bahwa benda-benda tersebut mempunyai nilai ekonomis
bagi pihak ketiga di daratyang mengalami kerugian sebagaimana terdapat

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15/1992.

Jadi dapatlah ditarik suatu kegimpulan bshwa baik itu benda yang

1 ila tidak
bergerak ataupun tidak, benda hidup ataupun benda mati apabila

ilik dari pihak
mempumnyai nilai ekonomis dan bukan merupakan hak milik p

idaklah
menderita kerugian maka pengangkut udara tidakl

ketiga yang
a suatn pesawat terbang menabrak suatu

bertanggung jawab. Misalny
epohonan di sekitarnya
uasai dengan hak milik maka disini pihak

menjadi rusak Karena gunung
gunung, sehinggad P
tersebut tidak ada yansg meng
ertanggung jawad-

pengangkut tidaklah b
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Sebagaimana tanggung jawab pengangkut udara terhadap kematian,
lukanya penumpang yang diangkut stau mengalami gangguan lainnya, dan
musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, serta keterlambatan
angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut apabila terbukti hal
tersebut merupakan kesalahan pengangkut sebagai akibat kecelakaan
pesawat udara (UU No.15/1992 Pasal 43), maka dalam prakteknya
pengangkut udara bertanggung jawab akan kerugian yang diderita pihak
ketiga di darat berdssarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 15/1992
menggunakan prinsip absolute liability.

Namun dalam kemyataaoya terhadap benda-benda yang rusak,

musnah ataupun hilang serta terhadsp hewan yang mati atau cacat

- PT. Merpati Nusantar Airlines memberikan pembatasan tanggung jawab

terhadap ganti kerugian kepada pihak ketiga. Tanggung jawab pengangkut

udara terhadap musnahnya benda materi, seperti dalam peristiwa jatubnya

pesawat milik PT. Merpati Nusantara Airlines yang terjadi pada gekitar

CN,235 yang mana pengangkut memberikan ganti
gkmya sawah penduduk di scbuah

bulan Juni 1992 berjenis

rugi kepada pihak ketiga di dara atas rus

desa di Bandung yang tertimpa pesawat tetbang yang mengalami kecelakaan
esa
. - oh
diberikan ganti kerugian/santunan gebesar Rp. 100.000 bagi pemilik saw
1 a g -
bantuan ala
ebut Ganti rugi i gifamya hanyalall gekedar memberi
ters '

- dituptut oleh pihak
. i kerugian tersebut
emestinya g8l

kadarnya, yang mana 8 .
ya, ¥ epartemen Perhubungan yang memberikan

ketiga (pemilik gawah) kepada D
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B. Prosedur Atan Cara-Cara Untuk Pemer

suatu izin tetbang kepada piiak PT. Merpati Nusantara Airlines (Wawan
cara

dengan Bapak Jefri Winckler tanggal 24 September 2002)

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tanggung jawab pengangkut
udara terhadap pihak ketiga yang tewas atau mengalami luka-lukn, tehadsp
benda-benda material di darat pun pengangkut udara bertanggung jawab
untuk kerugian yang merupakan suatu akibat langsung (direct damage) dai
suatu peristiwa kecelakaan pesawat terbang, juga tidak menutup
kemungkinan pengangkut bertanggung jawab secara moral untuk kejadian
yang tidak langsung (indirect damage), untuk menentukan besar ganti
kerugian yang diberikan oleh pihak pengangkut kepada pihak ketiga di darat
yang menderita kerugian tethadap benda-benda musnah ataupun hewan mati.
Diperfukan adsnya para shii yang tugssays menelit seta menaksir bersps

besar ganti kerugian yang harus dibayar oleh pengangkut.

olehan Ganti Rugl.

Prosedur yang skan dibahas adalah prosedur yang dfbgrikan oleh
ian urusan
PT, Merpati Nusantara Airlines Cabang Makassar dalam artian peng

grupa uang santupan akibat kecelakaan

. . b
pemerolehan suatu gantl kerugian

pihak ketiga di darat yang diserahkan kepada

pesawat udara yang menimpa

ini indo.
pihak asuransi dalam hal ini PT. Jasindo

perdata, pihak-pihak

gnakah card untuk menyelesaikan

iadi taan
pada dasarnya apabila terjadi persengke

didalamnya bebas untuk memilih 035

35
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t a ewsa an

tanpa atau di luar jalur pengadilan.

Sama halnya apabila terjadi suatu kerugian terhadap pihak ketiga di darat
yang dikarenakan oleh kecelakaan pesawat terbang ataupun benda yang jatuh

dari pesawat terbang yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak ketiga

~a Penyelesaian Di Luar Pengadilan

1) Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan
Apabila terjadi suatu peristiwa kecelakaan pesawat udara stau
benda jatuh dari pesawat udara yang mengakibatkan kematian terhadap
pihak ketiga di darat, maka yang berhak mengajukan permohonan untuk
memperoleh ganti kerugian dari pengangkut udara adalah ahli waris dari
si korban. Ahli waris ini haruslah terlebih dahulu mendapatkan Surat

Keterangan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri yang berwenang. Alasan

mengapa ahli waris tersebut harus ditetapkan oleh PN yang berwenang,

hal ini dimaksudkan untuk  menjaga kemungkinan timbulnya

permohonan ganti kerugian yang

i ahli warl ihak
dari pihak lain y8ng mengaku sebag! ahh_ waris. Sedangkan untuk p
ketiga yang mendeitd (erugian material 2UPUD mengalami luka-luka
chatan 1ainD¥y2 maka yans berhak mengajukan

ataupun gangguant kes
t udara adalsh si ko

an kepada pengangkV
gpak Rifandi Ayusa, tanggal 30

rban gendiri atau

permohon
wakilnya yang sah (Wawancard dengan B
September 2002).

56




2) Jangka wakiu mengajukan permohonan

3)

Dalam praktek seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Jefri
jangka waktu untuk memperoleh ganti kerugian dari pengangkut tidaklah
ditentukan, tetapi permohonan tersebut harus secepsinya disjukan,
seperti kasus kecelakaan pesawat F-27 tahun 2001 di Sidoarjo, Jawa
Timur, dimuka pihak pengangkut mendatangi korban dengan mengirim
tim dari jakarta untuk memberikan ganti rugi kepada yang berhak.

Disini terdapat kekurangan yaita tidak jelasnya jangka waktu
berakhimya permohonan ganti rugi atau kspan kadaluwarsanya, ganti

rugi tentunya tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi (nilai vangaya).

Prosedur pemerolehan ganti rugi

Adapun cara-cara atau prosedur untuk pemerolehan ganti

kerugian bagi pihak ketiga yang mengalami kerugian pada perusahaan

penerbangan PT. Merpati Nusamard Airlines seperti yang dikatakan oleh

Bapak Rifandi Ayusa adalah sebagai berikut :

) Pihak korban ataupunl ahti waris mengajukan permohonan secard
a

ysat PT. Merpati Nus
akilan pengangkut) terdekat

antara Airlines di
tertulis kepada Kantor P

Jakarta atau Kantor cabang POV

dengan korban atau ahli waris. .
erole

. mengﬂjllkﬂﬂ permohonsn untuk menmP

> - il-dalil mengenai 33 gaja

eru il-
kerugian maka harus dimuat suatV dal g
y i rugi diajukan
yang dird ikan dan perapa besa™ a ganti TUgh yang
irugt
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melalui  kantor cabang atau kantor perwakilan PT. Merpati
Nusantara Airlines yang dekat dengan domisili korban atau ahk
waris. Selanjutnya pihak Merpati akan menurunkan team untuk
meneliti kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, hasil dari
penelitian itu akan dikonfirmasikan kepada asuransi PT. Jasindo dan
akan dilakukan pembayaran kepada pihak ahli waris.

Dalam hal kematian pihak ketiga ataupun hika-luka/mengalami
gangguan kesehatan serta dalam hal benda-benda musnah, hilang
ataupun hewan mati atau cacat, masih memerlukan surat keterangan
lain yang mendukung kebenaran atas musibah-musibah tersebut

yang mana antara lain dapat dirumuskan :
(1) Apabila pihak ketiga tewas maka memerlukan gurat-surat :

4 Surat keterangan ghli waris Yyang ditetapkan oleh

Pengadilan Negeri yang berwenang

¢ Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

¢ Surat keterangan dokter dan pukti lain yang dianggap periu

pa pengesaban fakts kematian yang terjadi (surat m!
gu ‘

an keschatan
(2) Dalam pal luka atas @

eterangin antard lain :

Jukan surat k -
L = eptang juka atal cacat sebagal

t
4 Surat keterangan dokter

akbat kecelakaall pesawat udara.
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% Surat-surat lain mi i
| ain misalnya tentang biaya pengobatan dan
perawatan dan lain-lain.
4 Surat Keterangan Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
(3) Dalam hal kerugian benda-benda musnsh stau hilang atau

hewan mati #au cacat memerlukan surat antara lain :

4 Surat keterangan hak milik dari instansi yang berwenang,

¢ Surat Keterangan Penduduk (KTP) yang masih berlaku

Kemudian pihak pengangkut dan pihak ketiga di darat mengadakan
susu musyawarah dengan maksud untuk pemberian ganti rugl
dimana pengangkut mempertimbaagkan dalil-dalil yang telah
digjukan. Apabila dalil-dalil tersebut gesuai dengan kewajaran maka
pengangkut akan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang
an pesmohonan tersebut. Tetapi bila tidak sesua

telah mengajuk

o A
dengan kewgjaran misalnya tuntutan ganti rugi terlalu tinggi, m

il-dalil tersebut dan
1ak alasan-alasan/dali
pengangkut akan mEA0

pengangkut aken memberial
q oleh pihgk ketiga, te

ganti rugi gesugi dengan nilai

otunya nilai gant rugl
kerugian yang diderit ’

berdasarkan nilai pasdr pada saat itu-



¢ Surat-surat lain mi
t lain misalnya tentang biaya pengobatan d
an

perawatan dan lain-lain.

4 Surat Keterangan Penduduk (K'TP) yang masih berlaku,

(3) Dalam hal kerugian benda-benda musnah atau hilang atau
hewan mati aau cacat memerlukan surat antara lain :
4 Surat keterangan hak milik dari instansi yang berwenang.

<4 Surat Keterangan Penduduk (KTP) yang masih berlaku

Kemudian pihak pengangkut dan pihak ketiga di darat mengadakan
suau musyawarah dengan maksud untuk pemberian ganfi rugi
dimana pengangkut mempertimbaagkan dalil-dalil yang telah
digjukan Apabila dalil-dalil tersebut qesuai dengan kewajaran maka

pengangkut akan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga yang

telah mengajukan permohonan tersebut. Tetapi bila tidak sesud

dengan kewgjaran misalnya tuntutan ganti rugi terlalu tinggi, maka

pengangkm akan menolak alasan-alasanfdalil-dalil tersebut dan

pengangkut akan memberikan ganti rugi sesusi dengan pilai
. ——
kerugian yang diderita oleh pihgk ketigh, tentunya nilal £&0 g

berdasarkan nilal pasarpada gaat itu.

Kemudian pibak pengal

pihak ketiga Yo menderita
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pengangkut.

b. Penyelesaian Di Dalam Pengadilan

Penyelesaian ini terjadi apabila antara pengankut dan pihak ketiga

yang menderita kerugian tidak tercapai kata sepakat tentang berapa besar

ganti rugi yang harus dibayar oleh pengangkut udara atau berapa besar

garti rugi yang harus diterima oleh pihak ketiga yang menderita kerugian.

Penyelesaian melalui cara ini sudah diatur dalam Buku Keempat

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tenang pembuktian dan Daluwarss,

Secara garis besar pengaturan ganti Tugi akan ditentukan lebih lanjut oleh

kebijaksanaan Hakim Pengadilan Negeri yang berwenang.

C. Cara Menectapkan Besarnya Gantl Rugl

apabila penyelesaian ganti rugi dides

juga ditentukan olelt hakim apabild penyelesaidl

jalur p

1. Penyelesaian penet

dengan card ini adal

i i i adilan,
Cara penetapan ganti kerugian it dapat dilgkukan di mar peng

grkan 8tas jalan musyarawab gerta dapat

ganti gl diselesaikan lewat

engadilan.

Seperti yang yang
ah sebagal berikut -
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1a-1nnya berpedoman pada tangggpg jawsb terhadap penumpang yang

diserahkan kepada asuransi PT. Jasindo, Namun pada peristiwa
kecelakaan pesawat udara F-27 PK-MFD milik PT. Merpati Nusantara
Airlines pada tanggal 08 Mei 1991 memberikan ganti rugi kepada
penumpang sebesar US$ 20.000 atau nilai lawan dalam rupiah, pada
barang ganti rugi sebesar Rp. 20.000 per kg dan diberikan Santunan
Jasa Raharja sebesar Rp. 20.000.000,-

b. Dalam hal benda-benda rusak, musnsh atau hilang serta hewan-hewan

mati, penetapannya ditentukan menurut harga pasar setempat pada saat

kerugian ditimbulkan atau dengan jalan musyawarah

2. Penyelesaian penetapan ganti rugi di dalam pengadilan

Dari kasus-kasus yang ada pada PT. Merpati Nusantara Airlines,

i ; i ane menyangkut
belum ada satu kasuspun yang masuk dalam pengadilan yang meny

i ioa di darat Sehingga
tanggung jawzb pengangkut udara terhadap pihak ketiga

berwenang, karend

. . b an
sampai saat ini belum ada keputusan ganti rugl dari yang

selama . . ; -
ini, kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan jalan musvalwarah
' 9 etiga di . akibat kece. akaan

antara pengangkut udara dan pihak ketig darat sebagdl

pesawat udara.
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Dari pembahasan “Tanggung jawab pengangkut udara di Indonesia atas

pihak ketiga di darat akibat kecelakaan pesawat udara”, penulis memberikan suatu

kesimpulan apa yang sudah penulis paparkan dalam bab-bab yang terdahulu, dengan
harzpan kesimpulan ini dapat mewakili apa yang terkandung dalam pembahasan
materi tersebut terdahulu dan selanjutnya penulis mengemukakan beberapa saran
guna mencari solusi/jalan keluar dalam permasalahan skripsi ini. Sekaligus penulis
berharap semoga apa yang terkandung dalam kesimpulan dan saran-saran im dapat

bermanfaat bagi pengembangan-pengembangan pemikiran selanjutnya.
A. Kesimpulan

e o
Kesimpulan yang depat dikemukakan pada pembahasan i adala

i ihak ketiga di
1. Dalam kasus-kasus kecelakaan pesawat udara yans menimpa pihak Kelg

i tara Airlines
darat, yaitu pada perusahaan penerbangan PT. Merpati Nusantar
an dan
memberiakukan Pasal 43, 44 UU No. 15/1992 tentang Penerbans

dan
ayat 1 dan 3, Pasal 1370

diperkuat dari pasal-Pasal 1365 pasal 1367

Pasal 1371 ayat 1 KUH Perdata.

Dalam prakteknya pemberiat ganti rugi @

mengunakan pembatasan tangguos J
hal ini dikarenakan dalam

l . : at atas ﬂd
culit dibuktikan oleh piiak K& di dar



1. Sebaikmya pemerintah secad teg
. an
pihak ketiga yang dilakukan oleh peng

kerugian dideritanya. pemberian 8

pihak pengangkut udara, apalagi bila Pesawat udara mengalami

total lost. Pemberian ganti rugi terhadap pihak ketiza a::l zecemkam
arat pada

PT. Merpati Nusantara Airlines tidak mengenal prinsip absolute lia:ﬁey

Hal ini karena sistem pemberian ganti kerugian pada PT. Merpati Nusantan;

Airlines tersebut mempunyai pembatasan tanggung jawab kepada pihak

ketiga, sedangkan pengurusan memberikan ganti kerugian terhadap pihak

ketiga di darat mengalami kerugian diserahkan kepada asuransi PT. Jasindo. -

Pada dasarnya pengangkut memberikan ganti kerugian terhadap pihak ketiga
di darat sebagai akibat kecelakaan yang terjadi secara langsung (direct
damage), kecil kemungkinan pengangkut memberikan ganti rugi sebagai
akibat kecelakaan pesawat udara yang tidal langsung (indirect damage) yaitu
hanyalah bertanggung jawab secard moral kemanusian.

Kebanyakan kasus-kasus yang menimpa kerugian terhadzp pihak ketiga di
darat yang mengalami kerugian diselesaikan di luar pengadilan 3t dengan

; : Hal ini karend
kata lain diselesaikan dengan jalan damai atau mugyawarah.

) . . tkan kedud
cara tersebut lebih efisien dan efektif, dimana tidaK memberd

i iga di darat.
belah pihak yaitu pihak pengangkut dan pihak ketigd

B. Saran

Sedangkan saran yans dapat dikemuk

gnti rugh §




harga benda-benda materia] Yang musnah, hilang, hewan mati atau cacat

berdasarkan harga pasar dimana terja(_ii kecelakaan pesawat udara.

Juga hal-hal yang telah menjadi tata cara pihak perusahaan penerbangan
dalam hal in PT. Merpati Nusantara Airlines, sebaiknya dalam menyelesaikan
tuntutan gamnti rugi maupun segala bentuk dan cara-cara untuk memperoleh
garti rugi, seperti misalnya cara yang telah ditetapkan di dalam Undang-
Undang Nomor 15/1992 dalam Pasal 44 dikatakan bahwa kerngian yang
diderita pihak ketiga mengunakan prinsip absolute liability, yakni tanpa
pembatasan tanggung jawab dari pihak pengangkut udara.

Sebaiknya ditetapkan jangka waktu berakhirnya permohonan ganti rugi atau

kapan kadaluarsanya, jadi ada kepastian hukum.
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